BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -

_ PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
; NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WAINGAPU TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[

. BUPATI EUMBA TIMUR,
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan
dan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pembangunan, dan
perkembangan antar wilayah di Kabupaten Sumba Timur,
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 12 Tabun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028;

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan
memanfaatlan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam

~ rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu,
i disusun rencana detail tata mang dan peraturan zonasi;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028,
kawasan perkotaan waingapu merupakan pusat kegiatan
wilayah yang memilild fungsi untuk melayani skala kegiatan
kabupaten, atau beberapa kecamatan schingga perlu disusun -
rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan
perkotaan waingapu;

d.., bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun
2017-2037, —

o,

Menimbang :

"

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Umtmg—ljndang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; |

F 1

1



e

Undang-Undang Nomor’ 69 Tahun 1958 fentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II. dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon=sia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4725);

Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nemor @
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
MNemeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
o8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); :
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M /2011
tentang Pedoman Penyusurman Rencana Detail Tata Rua.ng

‘dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Musa Tenggara Tmur Momor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0045);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomer 12
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 - 2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur

Nomor 195); ¢

Dmgan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWHH].[M RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEBA TIMUR

dan ;
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

" Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENEA]"UL DETAIL TATA RUANG
» DAN PERATU ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WAINGAPU

' TAHUN 2017-2037 :
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i

hall Sl =

11.
12,
13,
14,
*15.

6.

17.
18.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. '

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Bupati idalah Bupati Sumba Timur,

Fencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
Tencana secara terperinci tentang tata ruang kawasan perkotaan yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi, '

Kecamatan adalah kecamatan yang tercakup dalam RDTR perkotaan
Waingapu. ; ¥
Kelurahan adalah kelurahan yang tercakup dalam RDTR perkotaan
Waingapu.

.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat

BKFRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatian wilayah,
tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,

- Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ckonomi masyarakal yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yvang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya. '

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penectapan rencana
tata ruang. .
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
poli ruang sesuai dengan rencana tata sruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. .

Izin’ Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang. ’

Peraturan Zonasi (PZ) adalah ketentuan yang mengahir tentang persyaratan
setiap blokyzona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang. . \ k ;
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19.

20.°

21.

24,

23.

26.

27.

28.

30.

Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang
ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. =
Renmna_nfata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang
yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran
dari RTRW Provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wileyah kabupaten,
rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis
Enbupatf:n_, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan
pengendslian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disinghkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan vang
dimaksudkan untuk mergendalikan pemanfastan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program
bansunan ; dan lingkvngan, rencana umum dan panduan rancanpgan,
rencana  mvestasi, ketentuan pengendalisan rencana dan  pedoman

pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan, kawasan.

- Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan fatan aspek fungsional. :

Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian
dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau
perlu disusun rencana rinecinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau
vang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan dan memiliki
pergertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang. ; .

Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah
bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari
beberapa blok dan memiliki pengertian yang sama. dengan sub zona
peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan. -
Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan. )

Permukiman adaiah bagian dan lingkungan hunian yang terdin atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumaan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertenty untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak,

sehat, aman, dan nyaman.




31.
32.

a3.
34,

35.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling rendah oleh batasan fisik
yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ckstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis
sesual dengan rencana kota.

Sub blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan
sub zona.

Zora adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Zona peruntukan-khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung
peruntukan-peruntukan khusus hankam, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),
Instalansi Pembungan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memeriukan
penanganan, perencanaan sarana prasarana seria fasilitas tertentu, dan
belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pads zona yang bersangkutan.

Koelisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencaraan yang dikuasai
sesuai rencana tata ruang dan RTEL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara huas selurub lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata rusng dan RTBL.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas paling
rendah dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain
atau rmm:;aﬂalumn,jaﬁnﬁnugangﬁmﬁnggiﬁntdk,jﬂﬁnganpﬁpamdsh
(building line).

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluranfsungai
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana
Jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota. '

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh , baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja d:tanam.tl



44. Ruang Terbuka Non Hijau yanp selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang
terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori
RTH, berupa lahan yang diperkeras atau vang berupa badan air, maupun
kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau
berpon. .

45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang
digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.

46. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup - yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha danfatau kegiatan yvang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenpearaan usaha dan/atan kegiatan.

47. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah
scrangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dard
pemoangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
hasilny:. ditwangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu
lintas.

48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yvang
ditetapkan untuk dilinduagi dan dikembangkan secara konsisten guna
menghasilkan pangan pokek bag kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional, '

49. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

L BAB I
TUJUAN PENATAAN EWP

Pasal 2

(1) Tujuan penataan BWP Kawasan Perkotaan Waingapu meliput :

a. tujuan penataan ruang; dan

b. prinsip penataan ruang.

(2) Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a vaim
mewujudkan Kawasan Perkotaan Waingapu sebagai kota pusat pelayanan
transportasi, perdagangan dan jasa serta pendidikan ¥yeng maju dan
berkelanjutan. f

(3) Prinsip penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi : :

a. terlaksananya pembangunan fasilitas, prasarana dan sarana transportasi
yang terpadu denpan jalur pejalan kaki, sistem angkutan umum lainnya
guna menunjang kota yang maju dan berkelanjutan;

b. terciptanya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan
terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnnya;

c. terwujudnya pusat pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
kepariwisataan, kelautan, perikanan dan ekonomi masyarakat;

d. tersediannya RTH vyang memadai sesuai dengan acuan peraturan
perundang- g

e. tersedianya aksebilitas internal dan eksternal yang baik uptuk terwuiudnya
pusat-pusat pelayanan secara berhierarld dan bersinergis;

__ =




L. terlaksananya pengembangan kowasan e yunn dlilenghagd  dengn
penyedinan sarana dan prasarmns serls beyrlnlegeanl  devgann ol
umum;dan

B terciptanya kawisan permukiman yeng dibentul welalul aral Jrali
pengerabangan dan peremajuan lingkungan yamg dilenghapl penysdlinnn
sarana dan prasarana, |

BAB I '
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3
(1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotann Walngapii dliselinl selispl
- BWP Waingapu.

12) Lingkup ruang BWP Wuingapu berdasarkan anpek TungalGnal dengan loss
10.182,31 {sepuluh ribu seratus delapan pulub dua koma g pulih gsl)
hektar beserta ruang udara di alasnya dan ruang dl dalam buml,

(3) Batas-batas BWP Waingapu, meliputi: :

a. sebelah utara. : berbatasan dengan Selat Sumba dan Desn Kula

b. sebelah selatan ; berbatasan dengan Dems Mbatakapldu, Dean Kiritane,
Desa  Marada Mundi, Desa Luka Wingle din Dewsa Kool s

c. sebelah imur : berbatasan dengan Kelurahan Kawangu dan Dosa
Kambatatana; dan ,

d. sebelah barat : berbatasan dengan  Desa  Kula  dan Dean
Pambotandjara.

(4) BWP Waingapu, terdiri atas:

a. Kelurahan Kamalaputi dengan luas 160,11 (seratun enam pulub komn
scbelas) hektar; .

b. Kelurahan Matawai dengan lune 96,77 (sembilan pulub enam koma
tujuh puluh tujuh) hektar; -

c. Kelurahan Hambala dengan luas 259,34 (dua rutuns lima pulub rembilan
koma tiga puluh empat) hektar;

d. Kelurahan Kambajawa dengan luas 671,89 (enam ratus tujuh puluh
satu koma delapan puluh sembilan) hektor: .

c.. Kelurahan Malumbi dengan luae 1.509,16 (weribu limn rolus sembllan

koma enam beélas) hektar; !
[. Kelurahan Lambanapu dengen luas 506,04 (llma ratusn enam koma
empat) hektar;

g- Helurahan Mauiiru dengan luas 653,64 (enam ratun lima pulub thg
koma enam puluh empat) heltar; i

h. Kelurahan Mau Hau dengan luas 1,658, 35 (seribu enam ratus lmi
puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar;

I. Kelurahan Kambaniru dengan luas 850,78 (delupan rutun lmae puluh
koma tujuh puluh delapan) hektar;

J. Kelurahan Prailiu dengan luas 453,31 (empat ratua lima pulub tgs
koma tiga puluh satu) hektar; |

k. Kelurahan Wangga dengan luss 425,51 (empal ratus dua pulub lmn
koma lima puluh satu) hektar; dan

L. Kelurahan Temu dengan luas 2.937,40 (dus ribu sembilan ratun tlgn
puluh tujuh koma empat puluh) hektar. L

(5) BWP Waingapu dibagi menjodi 5 (lima) Bub BWP yang terdirl atan



a. Sub BWP 1 terdiri atas scbagian Kelurahan Matawai, sebagian
Kelurahan Kamalaputi, sebagian Kelurahan Hambala, sebagian
Kelurahan Kambajawa dan sebagian Kelurahan Wangga dengan luas
592,35 (lima ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima) hektar
meliputi 13 (tiga belas) blok vaitu blok 1.A sampai dengan blok 1.M.

b. Bub ' BWP 2 terdiri atas sebagian Kelurahan Hambala, sebagian
Kelurahan Kambajawa, scbagian Kelurahan Wangga dan sebagian
Kelurahan Temu dengan luas 3.617,78 (tiga ribu enam ratus tujuh
belas koma tujuh pulul delapan) hektar meliputi 13 (tiga belas) blok
yaitu blok 2.A sampai dengan blok 2.L.

c. Sub BWP 3 terdiri atas sebagian Kelurahan Wangga, sebagian
Kelurahan Kamkbaniru, sebagian Kelurahan Prailiu, dan sebagian
Kelurahan Mau Hau dengan luas 1.372,28 (seribu tiga ratus tujuh
puluh dua koma dua puluh delapan) hektar meliputi 21 (dua puluh
satu) blok yaitu blok 3.A sampai dengan blok 3.U.

d. Sub BWP 4 terdiri atas sebagian Kelurahan Wangga, sebagian
Eelurahan Lambanapu, sebagian Kelurahan Malumbi, dan sebagian
Kelurahan Mauliru dengan luas 1.869,71 (seribu delapan ratus enam

. puluh sembilan koma tyjubh puluh satu) hektar meliputi 14 (empat
belas) blok yaitu blok 4.A sampai dengan blok 4.N.

e;> Sub BWP 5 terdiri atas sebagian Kelurashan Mau Hau dan schagian
Kelurahan Malumbi dengan luas 2.730,17 (dua ribu tujuh ratus tiga
‘prtluh koma tujuh belas) hektar meliputi 6 (enam) blok vaitu blok 5.A
_sampai dengan blok 5.F.

(6} Rencana pembangian sub BWP dan blok RDTR digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.
; ’ Pasal 4
(1) RDTR dan peraturan zonasi kawaﬂan perkotaan waingapu berlaku 20 (dua
puluh) tahun.

(2) RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Wmngapu dapat ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali RDTR BWP Waingapu dapat dilakukan lebih l:lan 1
{sanﬂkahdahmﬁ{hma]mhmnpahﬂatﬂjnmmhahanhnghmgm
strategis berupa :

a. bencana alam skala besar;
b. perubahan batas teritorial negara; atau
c. perubahan batas wilayah daerah.

EAEB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatn

Umuom

- Pazal 5
(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
a. zona lindung;
b. zona b‘l.ld]ldﬂjl'a..l



[2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat

@

keteliian 1 : 5.000 scbagaimana tercantum dalam lu.mplmn II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.
Peta rencana pola ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan peta zonasi bagi peraturan zonasi.

Bagian Kedus
Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung scbagmuna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. zona perlindungan sctempat;
b. zona RTH kota; dan

¢. zona suaka alam dan cagar budaya.

(1)

(2)

(3)

(4)

: *  Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7
Zona pn:rlmdu:]gun seiempat s::hagmmaua dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
ditetapkan seluas 1.108,87 (seribu seratus d-:I.apan koma delapan puluh
tujuh) hektar yang terdiri atas: |
a. sub zona sempadan pantai (PS-1);
b. sub zona sempadan sungai (PS-2);dan
. sub zuna sempadan jarngen irigasi (FS-3).
Rencane sub zona sempadan pantai (PS-1) scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufl a ditetapkan seluas 39,30 (uga puluh sembilan koma tiga puluh)
hektar yang tersebar di Kelurshan Hambala, Kelurahan Temu, dan
Kelurahan Kambaniru meliputi blok 1.A, blok 2.A, blok 2.B dan blok 3.F.
Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf b ditetapkan scluas 1.050,45 (seribu lima puluh koma empat puluk
lima) hektar yang tersebar di Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai,
Kelurahan Wangga, Kelurahan Temu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan
Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Mau Hau, Kelurahan Lambanapu,
Kelurahan Mauliru, dan Kelurahan Malumbi meliputi : blok 1.E, blok 1.F,
blok 1.1, blok 1.J, blok 1.M, blok 2.A, blok 2.B, blok 2.C, blok 2.D, blok 2.E,
blok 2.F, blok 2.G, blok 2.H, blok 2.1, blok 2.J, blok 2.M, blok 3.A, blok 3.B,
blok 3.F, blok 3.G, blok 3.H, blok 3.1, blok 3.J, blok 3.P, blok 3.0Q, blok 3.U,
blok 4.A, blok 4.C, blok 4.G, blok 4.1, bluk4K,h1nk4M blok 4.N, blok 5.A,
blok 5.C, blok 5.D, blok 5.E, dan bInkEF
Rencana sub zona sempadan jaringan irigasi (PS-3) scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ditetapkan seluas 19,12 (sembilan belas koma dua
belas) hektar yang tersebar di Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Prailiu,
Kelurahan Wangga, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Mauliru, Kelurashan
Malumbi, dan Kelurahan Mau Hau meliputi : blok 3.H, blok 3.M, blok 3.N,
blok 2.0, blok 3.P, blok 3.R, blok 3.8, blok 3.T, blok 3.U, blok 4.G, blok 4.J,
blok 4.K, blok 4.L, blok 4.N, blok 5.B, blok 5.C, blok 5.D, dan blok 5.F
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Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

. . Pasal 8

(1) Zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetaplkan
seluas 2.710,09 (dua ribu tujuh ratus sepuluh koma nol sembilan) hektor
yvang terdin atas: .

sub zona RTH _hutﬂ.n kota [RTH-1);

sub zona RTH jalur hijau jalan [RTH-2);

sub zona RTH taman kota (RTH-3);

sub zona RTH Tempat Pemakaman Umum (RTH-4); dan
¢. sub zona RTH taman lingkungan (RTH-5)

(2) Rencana sub zona RTH hutan kota (RTH-1) sebagnimona dimaksud pada aynt
(1) huruf a, ditetapkan seluas 2.544,18 [dua ribu lima ratus empat puluh
empat koma delapan belas) hektar, yang tersebar di Kelurahan Hambala,
Kelurahan Wangga, Kelurshan Kambajawa, Kelurahan Temu, Keluronhan
Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Mauliru,
Kelurahan Malumbi, dan Kelurahan Mau Hau meliputi blok 1.H, blok 1.J,
blok L.K, blok LL, blok 1.M, blok 2.A, blok 2.D, blok 2.E, blok 2.F, blok 2.G,
blok 2.H, blok 2.1, blok 2.7, blok 2.K, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.B, blok 3.C,
blok 3.H, bluk 4.B, bluk 4.C, blok 4.D, bluk 4.G, blok 4.J, bluk 4K, blok 4.M,
blok 4.N, blok 5.A, blok 5.8, blok 5.D, blok 5.E dan blok 5.F.

{3) Rencana sub zona RTH jalur hijau jalan (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 0,52 [nol koma lima puluh duas) hektar,
yang tersebar di Kelurahan Kamalaputi, Kelurshan Matawai, Kelurnhan
Kambajawa, dan Kelurahan Kambaniru meliputi: blek 1.C, b‘tuk 1.1, blok 2.L,
blok-3.H, blok 3.0 dan blok 3.P.

(4) Rencana sub zona RTH taman kota (RTH-3] sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf e, ditetapkan seluas 36,97 (tiga puluh enam koma sembilan puluh
tujuh) hektar, yang tersebar di Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamaloputi,
Kelurahan Matawai, Kelurahan Temu, Kelurahan Prailiu, Kelurahan
Lambanapu dan Kelurahan Wangga meliputi blok 1.A, blok 1.1, blok 1.E, blok
1.G, blok 1.J, blok 2.D, blok 2.E, blok 3.C dan blok 4.D.

(5) Rencana sub zona RTH Tempat Pemakaman Umum (RTH-4) sebogaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan scluas 85,04 {delapan puluh lima
koma nol empat] hektay, yang tersebar di Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan
Matawai, Kelurshan: Hambala, Kelurahan Temu, Kelurahan Kambajawa,
Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Wangga, Kelurahan
Mauliru dan Kelurahan Mau Hau meliputi blok 1.D, blok 1.G, blok 1.H, blok
1.L, blok 2.C, blok 2.G, blok 2.H, blok 2.L, blok 3.B, blok 3.C, blok 3.H, blok

3.1, blok 3.N, blok 4.A, blok 4.L, blok 5.A dan blok 5.C.

o e

& o

- [6) Rencana sub zona RTH taman lingkungan (RTH-5) sebagnimana dimaksud

pada,ayal (1) burul e, dilelapkan seluas 43,38 (empal pulub Gga komea Lga
puluh delapan) hektar yang tersebar di Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan
Temu, Kelurahan :Kambajawa, Kelurahan: Prailiu, Kelurahan Kambaniru,
Kelurahan Wangga, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Maulim, Kelurahan
Malumbi, dan Kelurahan Mau Hau meliputi : blek 1.C, blok 1.E, blok 1.F,
blok 2.A, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.K, blok 3.D, blok 3.E, blok 4.A, blpk 4.B,
blok 4.G, blok 4.L, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.C, blok 5.D dan blok 5.E
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Paragraf 3
Zona Suaka Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 9

(1} Zona suaka alam dan cagar budaya (SC) sebagaimana dimaksud dalarm Pasal

(2}

(3)

TEmoAon op

6 huruf ¢, ditctapkan seluas 345,21 (tiga ratus empat puluh lima koma dua
pulub satu) hektar yang terdiri atas:

a. sub zona suaka alam (SC-1); dan

0. sub zona cagar budayn (SC-2).

Rencana sub zona suska alam (SC-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, ditetapkan seluas 340,89 (tiga ratus empat puluh kema delapan
puluh sembilan) hektar berupa pantai berhutan bakau yang tersebar di
Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Temu, Kelurahan
Kambaniru, dan kelurahan Prailiu meliputi : blok 1.A, blok 1.B, blok 1.D,
blok 1.L, blok 2.B, blok 2.C, olok 3.A dan blok 3.F.

Rencana sub zona cagar budaya (SC-2) sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditetapkan seluas 4,32 (empat koma tiga puluh dua) hektar berupa
kampung adat di Kelurahan Prailiu dan Kelurashan Mauliru meliputi blok 3.M
dan blok 4.L.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umuam

Pasal 10

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf b, meliputi :

zona perumahan;

zona perdagangan dan jasa;
zona perkantoran;

ZONA SArana pel&}'anﬂ.n urmuam,
zona industri;

zona peruntukan khusus;
zona peruntukan lainnya; dan
zona peruntukan campuran.

Paragraf 2
Zona Ferumahan

Pasal 11

(1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

ditetapkan seluas 2.416,83 (dua ribu empat ratus enam belas koma delapan
puluh tbga) hektar, meliputi :

a. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);

b. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3);|dan

¢c. sub zona perumahan kepadatan rendah {R-ﬂl
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(2]

()

(4)

(1)

(2)

Rencana sub zona, perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas 427,35 (empat ratus dua puluh tujuh
koma tiga puluh lima) hektar yang tersebar di Kelurahan Hambala,
Kelurashan Kamalaput, Kelurahan Matawai, Kelurihan Wangga, Kelurahan
Temu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambaniru,
Kelurahan Mau Hau dan Kelurahan Malumbi meliputi : blok 1.A, blok 1.B,
blok 1.C, blok 1.D, blok 1.E, blok 1.F, blok 1.G, blok 1.H, blok L.I, blok 1.J,
blok 1.K, blok 1.L. blok 1.M, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.G, blok 2.H, blak 2.1,
blok 2.J, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.B, blok 3.C, blok 3.D, blok 3.H, blok 3.1,
blok 3.J, blok 3.K, biok 3.L, blek 3.M, blok 3.N, blok 5.B dan blok 5.F.
Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3] sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 1455,75 [seribu empat
ratus lima puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar yang tersebar di
Kelurahan Matawai, Kelurahan Wangga, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan
Hambala, Kelurah Temu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Prailiy,
Kelurahan Mau Hau, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Mauliru dan
Kelurahan Malumbi meliputi blok 1.H, blok 1.1, blok 1.M, blok 2.C, blok 2.D,
blok 2.E, blok 2.F: blok 2.G, blok 2.H, bivk 2.1, blok 2.J, blok 2.L, bluk 2.M,
blok 3.D, blok 3.E, blok 3.F, blok 3.G, blok 3.H, blok 3.M, blok 3.N, blok 3.0,
blok 3:P, blak 2.0, blok 3.U, blok 3.R, blek 3.5, blok 3.T, blok 3.U, blok 4.A,
blok 4.B, blok 4.C, tlok 4.D, blok 4.E, blok 4.F, blok 4.G, blok 4.H, blok 4.1,
blok 4.J, blok 4.K, blok 4.L, blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.B, blok 5.C,
blok 5.D, blok 5.E dan blok 5.F '
Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ditetapkan seluas 533,73 (lima ratus tga
puluh tiga koma tujuh pulub tiga) hektar Kelurahan Temu, Kelurahan
Kambajawa, Kelurahan Prailiu, dan Kelurahan Kambaniru meliputi blok 2.A,
blok 2.C, blok 2.D, blok 2.E, blok 2.H, blok 2.K, blok 3.B, blok 3.C,blok 3.D
dan blok 3.E. o :

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 12
Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b, ditetapkan seluas 333,02 (tiga ratus tiga puluh tga koma nol dua)
hektar, meliput : y
a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
b. sub zona perdagangan dan jasa deret (K-3).
Rencana sub zona perdagangan dan jasa tanggal (K-1) sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a ditetapkan seluas 248,58 ([dua ratus empat
puluh delapan koma lima pulub delapan) hektar yang tersebar di Kelurahan
Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan
Kambaniru, Keluraham Lambanapu, Kelurahan Matawai, Kelurahan Mau
Hau, Kelurahan Mauliru, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Temu dan Kelurahan
Wangga meliputi : blok 1.A, blok 1.B, blok 1.C, blok 1.D, blok 1.E, blok 1.F,
blok 1.G, blok 1.H, blok 1.1, blok 1.J, blok 1.K, blok 1.L, blok 2.A, blok 2.B,
blok 2.C, blok 2.D, blok 2.E, blok 2.1, blok 2.J, blok 2.K, blok 2.1, blok 2.M,
blok 2.B, blok 3.C, blok 3.D, blok 3.E, blek 3.H, blok 3.1, blok 3.J, blok 3.K,
blok 3.L, blok 3.M, blok 3.N, blok 3.0, blok 3.P, blpk 3.T, blok 3.U, blok 4.A,
blok 4.B, blok 4.D, blok 4.F, blok 4.G dan blok 4.
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. {3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa derct (K-3) scbagaimana dimaksud
- pada ayat (1} huruf b ditetapkan seluas 84,44 (delapan puluh empat koma
. empat puluh empat) hektar yanpg tersebar di Kelurahan Hambala, Kelorahan
Kamalagputi, Kelurahan Matawai, dan Kelurahan Mau Hau meliputi : blok 1.A,
blok 1.B, blak 1.C, blak 1.G, blak 1.1, hlnl:EA bIﬂkSBdﬂnhlﬂkSE

Zona Perkantoran
Pasal 13

(1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
ditetapkan seluas 40,73 (empat puluh koma tujuh puluh tige) ' hektar,
meliputi:

a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
. subzona perkantoran swasla(KT-2).

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sehuas 38,91 (tga puluh delapan koma
sembilan puluh ‘satu) hektar, yang tersebar di Kehurahan Hambala,
Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Kambajawa, Kelurshan Kambaniru,
Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Malumbi, Kelurahan Matawai, Kelurahan
Mau Hau, Kelurahan Prailin, Kelurahan Temu dan Kelurahan Wangea
meliputi blok 1.A, blok 1.B, blok 1.C, blok 1.E, blok 1.G, blok 1.H, blok 1.1,
hlok 1.0, blok 1L, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.K, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.H,
blok 3.1, blok 3.J, blok 3.M, blok 3.0, blok 4.C, blok 4.D, blok 4.J, blok 4.N,
blok 5.A, blok 5.C dan blok 5.D.

(3) Rencana sub zona perkantoran swasta (KT-2) a:bugamana dimaksud pada
avat (1) huruf b ditetapkan seluas 1,82 (satu koma delapan puluh dua)
hektar yang lerscbar di K-:iu.ra.h.&n Hambala, Kelurshan Kamalaput,
Kelurahan Matawai, Kelurahan Prailiu dan Kehurahan Wangga, meliputi blok
1.A, blok 1.C, blok 1.G, blok 1.H, blok 1.1, blek 1.L, blok 3.K dan blok 4.A.

Paragraf 5
. Zona Sarans Pelayanan Umum
Pasal 14

(1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimarna dimaksud dalam Pasal
10 huruf d, ditetapkan seluas:305,15 (tiga ratus lima koma lima belas) hektar
meliputi :

a. sub zona pendidikan {SPU-1};

b. sub zona transportasi (SPU-2);

¢. sub zona kesehatan{SPU-3);

d. sub zona olah repa(SPU-4); :
e. sub zona sosial budaya(SPU-5)jdan

f. sub zonma peribadatan (SPU-6).
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{2} Rencana sub zonn pendidikan (SPU-1) sebagnimana dimuaksed pacdn mynt (1)

(-3

(4)

(=)

(5]

huruf a, ditctapkan seluas 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat)
h_c]-:ulr yang terachar di Kelurashan Hambala, Kelurmhan Kamalaputs,
Kelurnhan Kambajawa, Kelurahan Kambaniru, Kelurnhan Lambanapu,
Kelurnhan Matawai, Kelurahan Mau Hau, Kelurnhan Prailiv, Kelurnhan
Temu dan Kelurnhan Wangga meliputi @ blok 1A, blok 1.8, blok 1.C, blok
1.E, biok L.F, biok 1.G, blok 1.1, blok 1.J, bick 1.K, blok 1.L, blok 1.M, blok
Z.A, blok 2.B, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.1, blok 2.K, blok 2.M, blok 3.C, blok
3.D, blok 3.G, blok 3.H, blok 3.1, blok 3.J, biok 3.K, blok 3.N. blok 3.0, blok
4.R, hlok 3.T, blok 3.U, blok 4_A, blok 4.C, blok 4.D, blok 4.G, blok 4.K, blok
4.1, blok 5.A, blok 5.8 dan blok 5.C.
Rencana sub zona trunsportasi (SPU-2) sebagnimana dimaksud pada avat (1)
huruf b, ditetapkan scluas 145,45 (seratus empat puluh lima koma cmpat
puluh lima) hektar meliputi ¢
u. sub zona transportas: darat meliputs
. terminal tipe B yang ditetapkan seluas 0,68 (nol koma enam pulub
delopan) beklar yang terdapat di Kelurahan Matawai blok 1.
2. terminml Lpe C dilctopkan seluss 0,21 (nul kome dus pulub sutu) heklar
yung terdopal di Kelurshan Kambajawa blok 2.K
b aub zono transportasi laut meliput :
l. pelabuhnn pelinde ditetapkan seluas 5,16 (lima kema enam belas)
hektar yang terdapat di Kelurahan Kamalaputi blok 1.B
2. pelabuhan fen ditctapkan seluas 1,34 (satu koma tiga puluh empat)
hektar terdapat di Kelurahan Temu blok 2.C
3. pelabuhan pstikemas dan pertamina ditetapkan seluas 26,35 [dua
puluh enam koma tga puluh lima) hektar terdapat di Kelurahan
Hambala blok LA
c. sub zona transportasi udara berupa Bandar Udara Pengumpul akala
tersier yaitu Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang dictapkan seluas
111,76 (scratus scbelas koma tujuh puluh enam) hektar yang terdapat di
Kelurahan Mau Hau blok 5.A
Rencana sub zona keschatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetapkan seluas 50,25 (ima puluh koma dua puluh lima) hektar
yang tersebar di Kelurshan Hambala, Kelurahan Kamalaput, Kelurahan
Kambajawa, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Matawai, Kelurahan Mau
Hau, Kelurahan Mauliru, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Temu dan Kelurahan
Wangga meliputi : blok 1.4, blok 1.B, blok 1.H, blok 1.1, blok 1.L, blok 2.A,
blok 2.E, blok 2.K, blok 3.G, blok 3.J, blok 3.Q, blok 4.A, blok 4.C, blok 4.L,
blok 5.4, blok 5.C dan blok 3.E.
Rencana sub zona olah raga (SPU-4) schagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d, ditetapkan seluas 36,39 (tiga puhib enam koma tiga puluh sembilan)
hektar yang tersebar di Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalapum,
Kelurahan Matawai, Kelurahan Mau Hau, Kelurahan Mauliru dan Kelurahan
Prailiu meliputi : blok 1.A, blak 1.D, blok 1.1, blok 2.A, blok 3.B, blok 3.C,
blok 3.1, blok 3.J, blok 4.1, blok 5.A dan blok 5.C.
Rencana sub zona sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, ditetapkan seluas 2,53 (dua koma lima puluh tign) hektar yang
tersebar di Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi dan Kelurahan
Prailiu meliputi : blak 1.A, blok 1.B, blok 3.1 dan blok J-.E]:[



(7] Rencana sub zona peribadatan (SPU-6) sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, ditetapkan seluas 13,89 (tiga belas koma delapan puluh sembilan)
hektar yang tersebar i Kelurshan Hambala, Kelurashan Kamaslaputi,
Kelurahan Kambajawa, Kelurshan Kambaniru, Kelurahan Lambanapu,
Kelurahan Matawai, Kelurahan Mau Hau, Kelurahan Prailic, Kelurnhan
Temu dan Kelurahan Wangga meliputi : blok 1.A, blok 1.C, blok 1.E, blok
1.G, blok 1.H, biok 1.1, blok 1.J, blok 1.K, blok 1.M, blak 2.A, blok 2.C, blok
4.D, blok 2.E, blok 2.H, blok 2.K, blok 2.M, blok 3.B, blok 3.C, blak 3.D, blok
3.H, blok 3.K, blok 3.M, blok 3.R, blok 4.B, blok 4.G, blok 4.K, blok 4.L, blok
3.A. blok 5.C, blok 5.D dan blok 5.E.

Paragraf 6
- Zona Industri
Pasal 15

Rencana zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa

sub zona industri kecil (I-3) ditetapkan seluas 105,70 (seratus lima koma tujuh

puluh) hektar yang tersebar di Kelurahan Temu meliputi blok 2.B, blok 2.C, blok

2.D dan blok 2.E. -

i Paragraf T
« Zona Peruntukan Khusas
Pasal 16 ;

Rencana zona peruntukan khusus sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurul

[, berupa sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) ditetapkan seluas 5,65

(lima koma enam puluh lima) hektar yang tersebar di Kelurahan Kambajawa dan

Kelurahan Temu meliputi blok 2.C dan blok 2.G. :

' ; Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 17

{1} Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf g ditetapkan seluas 2.130,44 (dua nbu seratus tiga puluh koma empat
puluh empat) helctar, meliput :

a. sub zona pertanian [PL-1); dan

b. sub zona parwisata (PL-3). .

(2] Rencana sub zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a,
ditetaplkan seluas 2.072,55 (dua ribu tujub pulubh dus koma lima puluh lima)
meliputi : °
N 551: zona pertanian lahan basah ditetapkan seluas 733,09 (tujuh ratus

tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektar yang tersebar di Kelurahan
Kambaniru, Kelurahan Malumbi, Kelurahan Mau Hau, Kelurahan
Mauliru, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Temu dan Kelurahan Wangea
meliputi blok 2.C, blek 3.H, blok 3., blok 3.M, blok 3.N, blok 3.R, blok
3.8, blok 3.T, blok 4.L, blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.B, blok 5.C
dan blok 5.D. :

b. sub zona pertanian lahan kering ditetapkan seluas 624,81 {enam ratus
dua puluh empat koma delapan pulub satu) hektar yang tersebar di
Kelurashan Lambanapu, Kelurahan Malumbi, Eelurahan Mau Hau,
Kelurahan Mauliru dan Kehirahan Wangga meliputi : blok 4.E, blok 4.F,
blok .G, blok 4.J, blok 4.K, 4.M, blok 5.A, blok 5.B, blok 5.C, blok

5.D, blok 5.E, blok dan blok 5.F.




¢. sub zona padang pcngembalaan ditetapkan seiuas 714,62 (tujuh ratus
empat belas koma cnam pulubh dua) hektar yang tersebar di Kelurahan
Lambanapu, Kelurahan Malumbi dan Kelurahan Mauliru meliputi : blok
4.E, blok 4.H, blok 4.1, blok 4.J, blok 4.M dan blok 4.N.

(3] Rencana sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b,
ditetapkan seluas 57,92 {lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua) hektar
yang terscbar di Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan
Matawai dan Kelurahan Prailiu meliputi : blok 1.J, hll:rk 2.4, blok 2.1, blok

3.A dan blok 3.F.

. Paragraf 9
Zona Peruntukan Campuran
. Pasal 18
Rencana zona peruntukan campuran sebagaimana dimaksud dalu-m Pasal 10
huruf h, berupa sub’zona perumahan dan pérdagangan/jasa (C-1) ditetapkan
seluas 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) hektar yang tersebar di
Kelurahar Mau Haudan Kelurahan Matawai meliputi blok 1.H, blok 1.1, blok 1.J
dan blol: 5.D.
BAB IV
RENCANA JARINGAN Wﬂ.

Bagian Kesatu

E Umum

. Pesal 19

(1] Rencana jaringan prasarana terdiri atas ; 1

rencana pengembangan jaringan pergerakan;

rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan;

rencana perngembangan janngan telebomunilasi;

rencana pengembangan jaringan air minum;

rencana pengembangan jaringan drainase;

rencana pengembangan jﬂ.riﬂgm air limbah; dan

rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Rn:m_a.na jaringan prasarana digambarkan dalam peta denpan ungka.l
ketelitian 1 : 5.000 scbagaimana tercantum dalam lampiran I vang
merupahan bagan tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini,

.. Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 20
Rencana pmgumlmngan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud riahm
Pasal 19 ayat (1] huruf a meliputi:
a. jaringan jalan;
b. Jalur moda transportasi umum; dan '
¢, Jalur pejalan kaki.

WO an o

; Pasal 21
{1} Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,
meliput : . 1
a. Jaringan jalan strategis nasional;



b. uaringan jnlan kolektor:
c. Jaringan jalan lokal; dan
d. Jaringan jalan !J.ngI-L'Lm,gan
{2) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional mbagmmann dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan panjang 6,05 (enam koma nol lima) kilometer,
meliputi ruas mmpang pelabuhan (patung buaya)-Kecamatan Haharu.
{3) Pengembangan jaringan jalan kolcktor schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. pengembangan faringan jalan kolektor primer - 1 (JKP-1) dengan panjang
ET 63 (dua puluh tujuh koma enam puluh lima) kilometer, meliputi ruas :
. KM 35,00-Batas Perkotaan Wmngapu'
. jalan Supm,pm.
jalan D.1 Panjaitan;
jalan M.T Haryono;
jalan A. Yani; 2
jalan Diponegoro;
jalan Gajah Mada;
jalan Adam Malik;
jalan Matawai Amahu;
10. jalan Mananga Mehi;
11. Waingapu - Melolo;
12. jale n Gatot Subroto;

14. jalan Angkasa; dan

15. jalan Cendana.

b. pengsembangan janngan jalan kolektor selmunder {-.J[{Ei dengan panjang

26,12 (dua puluh enam koma dua belas) kilometer, meliputi ruas :

pertigaan POSPAL- perumahan baru di Kelurahan Temu. !

Jalan Jenderal Seeharto-Jalan Perdamaian-Jalan Beringin-Jalan Uma
Patunggul.

Dari simpang Jalan Uma Patunggul-Kelurahan Wangga-Lambanapu.
Jalan Airlangpa-Jalan Paroki

Jalan Mayjen Eltari.

e. pﬂ-mha.ngunan jaringan jalan kolektor selkunder (JKS) rencana denga.n
panjang 7,00 (tujuh koma nol nol) kilometer, melputi ruas simpang
perumnas-rencana rumah jabatan baru Bupat dan Wakil Bupati.

[4) Pengembangan jaringan lokal sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) huruf c,
meliputi:

a. pengembangan jaringan jalan lokal primer I[JLP] dengan. panjang 23,40
{dua puluh tiga koma empai puluh) kilometer, meliputi ruas :

1. Jalan Letjen 3 Parman.
2. Jalan Angkasa. ’

b. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder (JLS) dengan panjang 66,35

l:tmmpuluhmﬂmkumahgﬂplﬂtﬂ!hmn}hlumntcr meliputi ruas :

1. Jembatan Umabara-Kampus UNWINA.

2. Jalan Kecipir.

3. Simpang Jalan Airlangga melintasi Pantai-Jalan Slmpang Paroki.

4. Jalan Umbu Rara Meha-Jalan Ir H Doko.

5. dJalan J. E Tatengkeng.

6. Jalan Saroja-J Rambu Duka.

7. Jalan Pramula

] i
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8. Jalan Prof Dr. W.Z Yohanes.

9. Jalan Rihieti~Jalan Umbu Tararggaha.
10, Jalan Ramenyiu.
11. Jalan Selasi-alan Tompelo
12, Jalan Pandan.
13..Jalan Kencur.
14. Jalan Sriwijaya-Lambanapu.
15. Pertiganan Kelurahan Wangga-Kantor Kecamatan Kambera.
16. Jalan Hasanudin-Jalan Wanggameti.
17. Jalan Dr Sutomo!
18. Jalan Ir H Juanda.

c. pembangunan jaringan jalan lokal sekunder (JLS) - rencana dengan
Panjang 1, 25 (satu koma dua puluh lima) kilometer meliputi ruas jalar
penghubung di perumahan baru di Kelurahan Temu. . :

|5] Pengembangan jaringsn jalan linglungan (Jling) sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) huruf d, meliputi : '

= pengembangan jaringan jalan lingkungan (Jling) dengan panjang 179,38
(seralus Lujub puluh Sembilan koma Uga puluh delapan) kilomeler yang
berada di seluruh sub BWP khususnya zona perumahan;

b. pembangunan jaringan jalan lingkungan (Jling) rencana dengan panjang
154,96 (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh enam) kilometer
yang berada di seluruh sub BWP khususnya zona perumahan.

Pasal 22 -
Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagiimans dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b, meliputi pusat-pusat kegiatan utama dalam Perkotaan
Waingapu.

Pasal 23
Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huraf
¢, meliputi pada lokasi-lokasi strategis yaitu pusat kota, pusat perkantoran pusat
perdagangan dan jasa dan pusat Sarana Pelayanan Umum (3PU)) yang berada
pada ruas jalan nasional, ruas jalan kabupaten dan ruas jalan lingkungan.

~ Bagian Ketiga
. Rencana I':Ip:mhnpn Ju‘l.ugl.q Energi/Kelistrikan

(1] Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. jaringan distribusi primer; dan
b. jaringan distribusi‘sckunder. ;

(<) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a, berupa gardu induk yang terdapat di Kelurahan Kambajawa bldk
2.1. ' '

(3) Pengembangen jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi : ° ") '
a. jaringan Saluran um Tegangan Menengah (SUTM) vang tersebar di

seluruh BWP;

! 18




(1}

{2

g

(1)

{2)

(2)

(4)
(=)

b. jaringan Saluran Umum Tegangan rendah (SUTR) yang 'tersebar di
seluruh sub BWP, :

Bagian Keempat
Rencana Pengemhbangan Jaringan Teluhmunl.hl:i

Pasal 25
Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimgksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf ¢, meliputs :
a. penycediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel; dan
b. pengembangan sistem radio.

Rencana penyediaan jaringan’ telekomunikasi telepon nirkabel scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hurul a, meliputi :

a. pengendalian ruang di kawasan Base Trancaiser Sistem (BTS) serta skala
pelayanannya waitu/ di Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi,
Kelurahan Kambalawa, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Matawai dan
Kelurahan Prailiu meliputi : blok 1.C, blek 1.1, blok 1.K, blok 2.K, blok 3.B,
bluok 3. H dan blok 4.7,

b. rencana penyediaan penetapan menara telekomunikasi BTS di Kelurahan
Hambala, Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Temu meliputi blok 1.H, blok
1.K, blok 2.A, blok 2.D, blok 2.E dan blok 3.B

Rencana pengembangan sistem radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurif b meliputs :

a. racio siaran Pemda di KEelurahan Hambala, blok 1.J; dan

b. stasiun radio pantau di Kelurahan Hambala blok 1.J.

. Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air 'I_I.i.'u.nm

Pazal 26

Pengembangan jaringan air minum sehapaimana d.m:mks.ud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf d, meéliputi :
a. sumber air baku untuk air minum ;
b. penyediaan air minum perkumﬂ;n
c. bak penampung; dan
d. bangunan penunjang dan ha.ngl.man pelengkap.
Sumber air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
huruf a terdapat di Mata Air Gunung Meja dan Mata Air Mbatakapidu.
Pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) hural b berupa sislem jaringan perpipsan yang
dikembangkan di seluruh sub BWF.
Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ berupa bak
penampung atau reservoir terdapat di Kelurahan Temu meliputi blok 2.E.
Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud
pada ay.t (1) huruf d, terscbar di Mata Air Gunung Meja, Mata Air
Mbatakapidu, sistem jaringan perpipaan di seluruh sub , dan bak
perampung atau resevoir dl'l]{i:hﬂﬂhﬂ.l‘.l. Temu meliputi blok E.EE.EJP '

19



(1)
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{4)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 27
Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf e, berupa rencana kebutuhan sistem jaringan, terdiri atas
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
Hencana pengembangan jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tersebar di Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai,
Kelurahan Wangga, Kelurahan Temu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan
Prailiv, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Mau Hau, Kelurahan Lambanapu,
Kelurahan Mauliru, dan Kelurahan Malumbi meliputi : blok 1L.E, blok 1.F,
blok LI, blok 1.J, blok 1.M, blok 2.A, blok 2.B, blok 2.C, blok 2.D, blok 2.E,
blok 2.F, blok 2.G, blok 2.H, blok 2.1, blok 2.J, blok Z.M, blok 3.A, blok 3.B,
blok 3.F, blok 3.G, blok 3.H, blak 3.1, blok 3.J, blok 3.P, blok 3.Q, blok 3.U,
blok 4.A, blok 4.C, blok 4.G, blok 4.1, blok 4.K, blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A,
blok 5.C, blok 5.D, blok 5.E, dan blok 5.F. :
Rencana peagembangan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul b, tersebar di sepanjang jalan koleklor primer dan lokal
primer di seluruh Sub BWP. ' '
Rencana pengembangan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ , tersebar di scpanjang jalan kolektor sekunder dan
lokal selunder di seluruh Sub BWP.

Baglan Eetujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 28 '
Pengembangan jaringan air imbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) Puruf f, berupa sistem jaringan pembuangan air limbah terpusat
dilabukan dengan rencans pembangunan Instalssi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) yang tersebar di Keluwrshan Hambala, Kelurahan Kamalaput,
Kelurahan HKambajawsa, Eelurshen Esmbanimi, Eelurashan Lambanapu,
Kelurahan Malumbi, Kelurahan Praifiu, Kelurshsn Temu dan Eelurshan
Wangga meliputi: blok 1.A, blok 1.B, blak 1.C, blok 1.E, blok 1.F, blok 1.M,
blok 2.A, blok 2.E, blok 2.1, blek 2.K, blok 2.M, blok 3.B, blok 3.C, blok 3.0,
blok 3.G, blok 3.K, blok 3.N, blok 3.0, blok 3.Q, blok 3.U, blok 4.8, blok 4.C,
blok 4.H dan-blok 4.N.

x Bagian Eedelapan
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29
Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnyva sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, meliputi ;
a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan _
b. pengembangan sistem pengelolaan persampahan.
Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) hurul a, meliputi |
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. lermpat evakuasi sementara terdapat di stadion pacuan kuda vang i
Kelurahan Proiliu blok 3.3 == T

b. jalur evakuansi bencana terdapat di ruas simpang pelabuhan (patung
bunya)-Kecomatan Hahary,

(3] Pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebapnimana dimaksyd
pada ayat (1) huraf b dilakukan melalui pembangunan tempat pemosresan
saunpah terpadu (TPST) yang tersebar di Kelurahan Hambala, Kelurahan
Kambajown, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Matawai, Kehurahan Mau
Hau, Kelurmhan Prailiu dan Kelurahan Temu meliput : blok 1.A, blok 1.H,
blak 1.1, blok 2.A, blok 2.D, blak 2.E, blok 2.K, blok 3.E, blok 3.J, blok 4.

dan blak 5.A,
BAB WV
PENETAPAN SUB BWP YANG DIFRIORITASEAN PENANGANANNTA
Pusal 30

(1) Sub BWP vang diprioritaskan penanganannva terdini atas
a. Sub BWP | yang terdapat di blok 1.B dengan luas 25,98 (dua puluh lima

koma sembilan puluh delapan) hektar.

b. Sub BW/P 1 yang terdapat di blok 1.D dengan luas 37,90 (tga puluh tujuh
koma sembilan puluh) hektar.

c. Sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.A dengan luas 416,72 {empat ratus
enam belas koma tujul pulul dua) hektar.

d. Sub BWP 5 yang terdapat di blok 5.A dengan luas 406,39 (empat ratus
enam koma tign puluh sembilan) hektar.

(2} Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannva sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliput :

a. rencana penanganan sub BWP 1 vang terdapat di blok 1.B dilakukan
melalul penataan permukiman padat dan kumuh.

b. rencana penanganan sub BWP | vang terdapat di blok 1.8  dilakulkan
melalui Penataan kawasan disckitar pelabuhen pelindo dan pembangunan
buru pusat pelelangan ikan (PPI).

c. rencana penanganan sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.D dilakukan
melalui pembangunan perumshan baru dan rumsh sekil umum o
scrta pembangunan prasarana penunjangnya.

d. rencana penanganan sub BWP 5 vang terdapat di blok 5.A dilakukan
melalui pengembangan kawasan bandara dan perubahan akses jalan
nasional di depan Bandara Umbu Mehang Kunda.

(3} Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannva
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana
tercantum dalam lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 31
(1} Pembangunan baru prasarana, sarana dan blok kawasan, meliput :
a. rencana penanganan sub BWP 1 yang terdapat di blok 1.B dilakukan
melalui penataan permukiman padat dan kumuh.
b. rencana penanganan sub BWP | yang terdapat di blok 1.B dilakukan
melalui  penataan kawasan disekitar buhan pelindo dan
pembangunan baru pusat pelelangan ikan [PPI)



€. rencana penanganan sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.0 dilakuknn
melalui pembangunan perumahan baru dan rumah sakit umum baru
serta pembangunan prasarana penunjangnys: :
d. rencana penanganan sub BWP 5 yang lerdapal di blok 5.4 dilokukan
melalii pengembangan kawasan bandara dan perubahan akses jalan
nasional di depan Bandara Umbu Mehang Kunda.
(2] perbaikan prasarana, sarana dan blok/kawasan, melalui penataan jalan Ji
ruas dengan pembangunan jalur pejalan kaki, pulau jalan, dan taman jalan
(3] Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
digambarkan dalam peta ‘dengan tingkat ketelitian 1 ; 5,000 sebagaimana
tercantum dalam lampiran [V yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. .
(4) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan
RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ¢

_ BAEB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG i A

l?llduE:utu

Umum

s

Pasal 32
(1} Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan
rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR
dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Waingapu
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP; ;
b. lubcasi;
¢. besaran;
d. sumber pendanaan;

e, instansi pelaksana; dan
{. waktu dan tahapan pelaksanaan

(3) Ketentuan pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. : .

‘ Pasal 33
Program perwujudan rencana pemanfaatan ruang di BWP  schagaiman
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliput: . ?
a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
b. program perwujudan jaringan prasarana di BWP; dan : '
. program  p:rwujudan  penetapan Sub  BWP yang diprioritaskan
penanganannya. :
Pasal 34 !
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d
berasal der : . '
4;: ;ngg;;an mﬁmﬁﬂn E-E-Iu.njai:frﬂh (APBD); dan [ atau
Lm yang sesuai gan ketentuan turan dang-
'ﬂtﬂ . : pera perundang
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Pasal 35

- Instansi pelaksana mha.gmmana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e
terdiri atas:

a. pemerintah;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kabupaten; dan

d. masyarakat.

Pasal 36
Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2] buruf f,
terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam
menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR kawasan
perkotaan Waingapu yang meliput :
a. tahap pertama pada periode tahun 2016-2021;
b. tahap kedua pada periode tahun 2022-2026;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2027-2031; dan
d. tahap keempat pada periode tahun 2032-2036.

-Bl.ginnﬂ':dﬂ.
. Perwujudan Rencana Pola Ruang

; Pasal 37
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a,
meliputi :
a. rencana zona lindung; dan
b. rencana zona budidava.

Pasal 38
(1) Perwujudan rencana zona ]J.udung schagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf a, meliputi: °
a. zona perlindungan mtcmpat:
b. zona RTH; dan '
¢, Zona suaka alam dan cagar I:-ul:la}.ra_.
(2) Perwujudan zona perlindungan setempat sebagaimana dmm!mud pada ayat
{1} huruf a, meliputi:
a. reboisasi, penataan dan perlindungan zona perlindungan setempat; dan
b. penetapan batas penghijauan dan pemhatas-.an kawasan terbangun di zona
perlindungan setzmpat.

{3) P.:nl:mjudan zona RTH, sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi : .

a. ‘nan RTH paling rendah 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan
periotann, dengan mengembangkan RTH taman kota, RTH taman
lingkungan, RTH hutan kota, RTH jalur hijau jalan dan RTH tempat
pemakaman umum di seluruh perkotaan;

b. penyedisan RTH paling rendah 30 (Uge puluh persen) lerdin alas RTH
Privat paling rendah 10:(sepuluh persen) dan RTH Publik paling rendah 20
{dua puluh persen); dan :

¢c. pengawasan, perawatan dan i kondisi RTH agar dapat
berfungsi sebagaimana mestin :



(4) Perwujudan zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputi -

a,

b.

"

.

pada sub zona suaka alam berupa kawasan pantai berhutan bakau harus
dikonservasi untuk kelestarian dan perlindungan hutan,

meningkatkan pelestarian’ pada bangunan peninggalan sejarah  dan
budaya; ;

pada kawasan sekitar bangunan cagar budaya harus dikonservasi untuk
kelestarian dan . keserasian benda cagar budaya, berupa - pembatasan
pembangunan, pembatasan ketinggian dan menjadikan tetap terlihat dari
berbegai sudut padang; dan z ' :

menetapkan pembatasan bangunan yang terdapat disekitar kawasan cagar
budaya dan sebagai obyek daya tarik wisata sejarah.

Pasal 39 .

(1) Perwujudan rencana zona budidaya schagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf b, meliputi : .

PR R

zona perumahan;

Zona perdagangan dan jaga;
zona perkantoran;

zona sarana pelayanan umum:
zona indusird; .
zona’peruntukan khusus;

zona peruntukan lainnya; dan

zona peruntukan campuran.

(2) Perwujudan zona perumahan wb&g&imana' dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a.
b.
.

d.

c.

(3) Pe

pengembangan perumahan baru  yang ‘dikembangkan: baik oleh
pengembangan maupun masyarakat;
perba kan lingkungan perumahan yang lavak huni baik untul
perumahan umum dan perumahan kampung adat di seluruh sub BWF;
penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual
maupun komunal; s
-pembangunan rumah developer untuk menunjang kegiatan perkantoran:
dan ' ’ '
pembangunan rumah dinas untuk pekerja di kawasan perkantoran.
rwujudan zona perdagangan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

4.

b.
C.
d.
e,
(4) Pe

pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa berupa kegiatan pasar dan
PFi ; !

penyediaan lahan untuk perdagangan informal;
Fenataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki: fL
pengembangan sistem parkir yang memadai: dan .
membentuk paguyuban-paguyuban pengelola.
rwujudan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputic i
a. melanjutkan pembangunan kawasan perkantoran  dan fasilitas

b.

penunjangnya; dan 2
pembangunan sub zona perkatoran swasta.

[5) Perwujudan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

.

(1) huruf d, meliputi: * L

perwujudan sub zona pendidikan, meliputi :

24



- (8]

L. pemeratann taman kanak-kanak/(PAUD) pada setiap Sub BWP;

2. pemerataan sckolah tingkat SD/Sederajat pada sctiap Sub BWF;

3. pemeratoan stkolah tingkat SMP/Sederajat pada setiap Sub BWP:

4. pemeratpan sekolah tingkat SMA /Sederajat pada setinp Sub BWP:dan

5. pembangunan kegiatan perguruan tinggi/akademik. .

b. perwujudan sub zona transportasi, meliputi :

1. perbaikan dan penataan terminal;

2. perbaikan dan penataan kawasan pelabuhan; dan

3. perbaikan dan penataan kawasan bandara.

¢. perwujudan sub zona kesehatan, meliputi :

1. perbaikan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

2. mengembangkan puskesmas pembantu dan puskesmas pada setiap
Sub BWP; dan i :

3. pemerataan pelayanan kesehatan dengan menambah jumlah sarana
kesthatan berupa polindes, posyandu, poskesdes dan Tbalai
pengobatan.

d. persujudan sub zona olah raga, meliputi :

1. pembangunan Gedunpg Olah Raga (GOR);

2. perbaikan dan penataan lapangan pacuan kuda: dan

3. perbaikan dan penataan lapangan olah raga,

e. perwujudan sub zona pelayanan sosial budaya, meliputi :

1. perbaikan dan penataan lembaga pemasyarakatan; dan

2. perbaikan dan penataan pant asuhan. .

f.° perwujudan sub zona peribadatan, pengembangan peribadatan gereja
protestan, gereja katolik, dan masjid yang tersebar di seluruh Sub BWP,
Persuyjudan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

meliputi:

(7)

18]

a. pengembangan  zona industri melalui pembangunan kawasan industr
kecil ; ’

b. perluasan jaringan hasil industri;

c. penguatan kelembagaan ekonomi industri kecil; .

d. pendidikan dan pelatihan teknologi dan manajemen usaha industri kecil
dan rumah tangga: ;

e. pembangunan dan pengembangan kegiatan dan fasilitas penunjang
industri kecil; dan :

f. pengembangan aneka industri berupa sub zona industri lkecil untuk
kegiatan industri dan pergudangan.

Perwujudan zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, meliputi perbaikan dan penataan bangunan di sub zona pertahanan

féa.n keamanan berupa Pos Pemantauan Angkatan * Laut dan komplek
RIMOB.

Perwujudan zona peruntukan. lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g, meliputi:

4. SuD zona pertanian (lahan basah) dengan program utama “meliputi
perbaikan Eiﬂtf:ﬂl:ll irigasi teknis dan penggunaan tekmnologi pertanian tepat
guna; '

b. sub zona pertanian (lahan kering) dengan program utama meliputi
pemanfaatan penggunaan lahan kering untuk tanaman perkebunan; dan

. Sub zona pertanian (padang p:ngcmhalnan:L dengan program utama
meliputi pemanfastan padang pengem’ ' '

25

l-|.|"




(%) Perwujudan zona peruntukan campuran schagaimana dimaksud pada ayat
{1} huru’ h, meliputi penataan dan pengendalian bangunan sub zona
perumahan dan perdagangan/jasa.

Bagian Ketiga :
Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
' Pasal 40

(1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 hurufl b, meliputi :

il
b.
.

d.

e.
f.

B

perwujudan jaringan pergerakan;
perwujudan jaringan energl/kelistrikan;
perwujudan janngan telekomunikasi;
perwujudan jaringan air minum;
parwujudan jaringan drainase;
perwujudan jaringan air limbah: dan
perwujudan jaringan prasarana lainnya.

[2) Perwujudan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, melipul:

.

b.

perwujudan jaringan jalan strategis nasional meliputi pengembangan ruas

simpang pelabuhan (patung buaya)-Kecamatan Haharu.

perwujudan jaringan jalan kelektor, meliputi :

1. pengembangan jaringan kolektor primer meliputi ruas trans sumba
kearah Perkotaan Waingapu meliputi : Jalan Haji Adam Malik, Jalan
Matawai Amahu, jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan
D.l Panjaitan, Jalan Letjen Suprapto, Jalan® Gatot Subroto, Jalan
Patimura dan Jalan Adi Sucipto (dialihkan pengembangannya ke ruas
baru).

1. pengembangan jaringan kelektor sekunder meliputi ruas pertigaan
POSPAL, perumahan baru di Kelurashan Temu, Jalan Jenderal

. Soeharto, Jalan Perdamaian, Jalan Beringin-Jalan Uma Patunggul dari
simpang Jalan Uma Patunggul-Kelurahan Wangga-Lambanapu, Jalan
* Airlangga-Jalan Paroki dan Jalan Mayjen Eltari, ) _

3. pembangunan jaringan kolektor sekunder, meliputi ruas simpang

‘Perumnas-rencana rumah jabatan baru Bupati dan Wakil Bupati.

. perwujudan jaringan jalan lokal, meliput :

l. pengembangan jaringan lokal primer, meliputi ruas Jalan Letjen S
Parman dan .Jalan Angkasa. '

2. pengembangan jaringan lokal sekunder meliputi ruas Jembatan
Umabara, Kampus STIE, Jalan Kecipir, Simpang Jalan Airlangga
melintasi Paritai-Jalan Simpang Paroki, Jalan Umbu Rara Mecha-Jalan

- Ir H Doko, Jalan J. E. Tatengkeng, Jalan Sarcja-Jalan Rambu Duka,
Jalan Pramuka, Jalan.Prof Dr W.Z Yohanes, Jalan Rihieti-Jalan Umbu
Tarangaha, Jalan Ramenyiu, Jalan Selasi-Jalan Tompelo, Jalan
Pandan, Jalan Kencur; Jalan Sriwijaya-Lambanapu, Pertigaan
Kelurahan Wangga-Kantor Kecamatan Kambera, Jalan Hasanudin-
Jalan Wanggameti, Jalan Dr Sutomo dan Jalan Ir H. Juanda,

3. pembangunan jaringan lokal sekunder meliputi ruas jalan penghubung
di perumahan baru di Kelurahan Temu.

pcmujudarﬁﬂﬁugan jalan lingkungan dikembangkan pada seluruh zona

perumahan _ _



(3]

)

(=)

(6]

e. perwujudan jalur moda transportasi meliputi pusat-pusat kegiatan utama
dalam perkotaan Waingapu. i :

P. penuujgﬂdan jalur pc:_]a.laﬁ kaki meliputi pada lokasi-lokasi strategis yaitu
pusat kota, pusat perkantoran, pusat pErElHEH-I'lE_Elﬂ dan B lia.nl pusa.
Sarana Pelayanan Umum (SPU)] yang berada pada ruas jalan nasioanal,
ruas jalan kabupaten dan ruas jalan lingkungan.

Perwujudan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf b, meliput : :

a, pengembangan jaringan distribusi primer berupa pengembangan gardu
induk yang terdapat di Kelurahan Kambajawa blok 2.1.

b, pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi :

1. pengembangan jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah [SUTM]
tersebar di scluruh Sub BWP; dan '

2. pengembangan jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR)
tersebar di seluruh Sub BWP. -

Perwujudan jaringan telekomunikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf ¢, meliputi :
a, penyediaan jaringan lelekomunikasi lelepon nirkabel, terdiri atas @
|. pengendalian ruang di kawasan sekitar BTS yang tersebar di Eelurahan
Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan
Lambanapu, Kelurahan Matawai dan Kelurahan Prailiu meliputi blok
1., blok 1.1, blok 1.K, blok 2.K, blok 3.B, blok 3.H dan blok 4.

2. rencana penyediaan dan penetapan menara telekomunikasi BTS.

b. pengembangan sistem radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliput :

1. TEpdiﬂ siaran Remda di Kelurahan Hambala blok 1.J; dan - .
2. stasiun radio pantau di Kelurahan Hambala blok 1.J.

Pervujudan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, meliputi: ' b "y

a. pengembangan pengelolaan sumber air baku untuk sir minum terdapat di
Mata Air Gunung Meja dan Mata Air Mbatakapidu; ]

b. pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan berupa sistem
jaringan perpipaan yang dikembangkan di seluruh sub BWP; dan

c. pengembangan bak penampung berupa bak penampung atau reservoir di
Kelurahan Temu meliputi blok 2.E. :

d. pengembangan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap di Mata Air
Gunung Meja, Mata Air Mbatakapidu, jaringan perpipaan di.seluruh sub
BWP dan reservoir di Kelurahan Temu meliput blok 2 E.

Perwujud: i jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf e,

meliputi : _

a. pengembangan dan perbaikan jaringen drainase primer tersebar di
Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai, KEelurahan Wangga, Kelurahan
Tetni, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambanima,
Kelurahan Mau Hau, Kelurshan Lambanapu, Kelurahan Mauliru; dan
Kelurahan Malumbi meliputi blok 1.E, blok 1.F, blok LI, blok 1.J, blok 1.M,
blok 2.A, blok 2.B, blok 2.D, blok 2.E, blok 2.F, blok 2.G, blok 2.H, blok

‘2.1, blok 247, blok 2.M, blok 3.A, blok 3.B, blok 3.F, blok 3.G, blok 3.H,
blok 3.1, blok 3.J, blok 3.P, blok 3.Q, blok 3.U, blok 4.4, blok 4.C, blok 4.G,

blok 4.1, blok 4.X] blek 4.M, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.C, blok 5.D, blok
5.E, dan blok 5.F.
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b. pengembangan dan perbaikan jaringan drainase sekunder tersebar di
sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer di seluruh Sub BWP.

c. pengembangan dan perbaikan jaringan drainase tersebar di sepanjang
Jalan kolektor selkeunder dan lokal sekunder di seluruh Sub BWP.

d. peagembangan dan perbaikan jaringan drainase lingkungan tersebar di
sepanjang jalan hnglnmgan di geluruh Sub BWP,

(7) Perwujudan sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, meliputi pengembangan sistem air limbah terpusat dengan rencana
pembangunan [PAL di Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi,
Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Lambanapu,
Kelurahan Malumbi, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Temu dan Kelurahan
Wangga meliputi : blok 1.A, blok 1.B, blok 1.C, blok 1.E, blok. 1.F, blok 1.M,
blok 2.A, blok 2.E; bluki,l blnkEE bll:rl-:EM blek 3.B, biok 3.C, blok 3.D,
blok 3.G, blok 3.K, blok 3.N, blok 3.0, blok 3. Q, blok 3.U, blok 4.B, blok 4.C,
blok 4.H dan blok 4 N.. \

(8) Perwujudan jaringan prasarana ].E.'I.D.llj"a scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf g, meliputi :

a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan :
b. pengembangan . jaringan persampaban vaitu pembangunan Tempat
Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST).

Bagian .'E::mpl.t
P&rwu,iudan Sub Bagian Wilayah Perkotaan Yang Diprioritaskan
) Penanganannya ;

Pasal 41
Perwujudan _ub B ba.gmn wilayah perkotaan yang diprioritaskan penanganannya
schagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢, meliput: :
a. pembangunan baru prasarana, sarana dan blok kawasan, meliputi :
1. rencana penanganan sub BWP 1 yang terdapat di'blok 1.B dilalukan
-melalui penataan permukiman padat dan kumuh.

2. rencana penanganan sub BWP 1 yang terdapat di blok 1.B ditaloulearn
melalui Penataan kawasan disekitar pelabuhan rakyat dan p-t:mhangl.mﬂ.n
baru pusat pelelangan ikan (PPI).

3. rencana penanganan sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.D dilakukan
melalui pembangunan perumahan baru serta pembangunan prasarana
penunjangnysa.

4. rencana penanganan'sub BWP 5 yang terdapat di blok 5.A dilakulkan
rielalui pengembangan kawasan bandara dan perubahan akses jalan
nasional di depen Bandara Umbu Mehang Kunda. :

b. perbaikan prasarana, sarana;dan blok/kawasan, melalui penataan di ruas

jalan dengan pembangunan jalur pejalan kaki dan taman jalan ,

 BAB VI
PERATURAN ZONASI

. Bagian Kesatu
A Umuoum
Pasal 42 z
(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai : : 1,
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

1
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b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air
right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentifl dan disinsentifl;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
¢. rujuken teknis dalam pengembengan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.
(2] hetentuan peraturan zonasi terdiri atas:
n. materi wajib; dan
b. materi pilihan.
(3) Maten pilihan schagaimana dimaksud pada aya* (2) huruf b, yaitu berupa
ketentuan tambahan.
(4) Ketentuar peraturan zonasi scbagaimana dimaksud pada avat (1)
scbagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Materl Wajib

Pasal 43
Malteri wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi :
n. klasifikansi kode zona;
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
¢. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan

e. ketentuan pelaksanaan.
' Paragraf 1
Klasifikasi Kode Zona

Pasal 44
(1) Klasifikasi kode zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdin

atas :
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya. :
(2) Klasifikasi kode zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: .
:mnapcﬂindungan setempat dengan kode zona PS, meliputi :
1. sub zona sempadan pantai dengan kode sub zona PS-1;
2. sub zona sempadan sungal dengan kode sub zona PS-2; dan
3. sub zona sempadan irigasi dengan kode sub zona PS-3.
b. zona RTH kota dengan kode zona RTH, meliputi :
sub zona RTH hutan kota dengan kode sub zona RTH-1;
sub zona RTH jalur hijau jalan dengan kode sub zona RTH-2
sub zona RTH taman kota dengan kode sub zona RTH-3
guh zona RTH Tempat Pemakaman Umum dengan kode sub zona RTH-
4: dan
S. sub zona RTH taman lingkungan dengan kode sub zona RTH-5.
c. zona suaka alam dan cagar budaya dengan kode zona SC, meliputi :
1. sub zona suaka alam dengan kfnii:uh t;inllﬂ ECEE ;idﬂ-ﬂ
2. sub zona cagar budaya dengan sub zona SC-2.
(3) Iﬂasitkssi kode zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

B D

L] L] : E



a. zona perumahan dengan kode zona R, meliputi :
l. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode sub zona R-2;
2. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode sub zona R-3; dan
3. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode sub zona R-4.

b. zona perdagangan dan jasa dengan kode zona K, meliputi :
1. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kode sub zona K-1

- dan

2. sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kode sub zona K-2.

c. zona perkantoran dengan kode zona KT, meliputi :
1. sub zona perkantoran pemerintah dengan kode sub zona KT-1;dan
2. sub zona perkantoran swasta dengan kode sub zona KT-2.

d. zona sarana pelayanan umum dengan kode zona SPU, meliputi :

sub zona pendidikan dengan kode sub zona SPU-1;

. sub zona transportasi dengan kode sub zona SPU-2;

. sub zona kesehatan dengan kode sub zona SPU-3;

. sub zona olah raga dengan kode sub zona SPU-4;

. sub zona sosial budaya dengan kode sub zona SPU-5; dan

. sub zona peribadatan dengan kode sub zona SPU-6.

€. zona industri dengan kode zona I, meliputi sub zona industri kecil dengan
kode sub zona [-3.

f. zona peruntukan® khusus dengan kode zona KH meliputi sub zona
pertahanan dan kemanan dengan kode sub zona KH-1

g zona peruntukan lainnya dengan kode zona PL, melipufi :
1. sub zona pertanian dengan kode sub zona PL-1; dan
2. sub zona pariwisata dengan kode sub zona PL-3.

h. zona peruntukan campuran dengan kode zona C, meliputi sub zona
perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode sub zona C-1. -

b hnp‘l‘ - I
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan |

O e 03 B

: Pasal 45

(1) [{etentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf b, meliputi :
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.

(2] Ketentuan ,]{-cglrah:rﬂ dan penggunaan lshan zona Imdung Bl:l:lﬂgﬂ:r.m&nﬂ_
dimaksud pada ayat (1) hurul &, meliputi :
a. zona perlindungan setempat;
b, zona RTH kota; dan
¢. zona suaka alam dan cagar budaya.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya sebagaiinana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. 2ona perumahan;

zona perdagangan dan jasa; y

c. zona perkantoran;

d. zona sarana pelayanan umum;

e. zona industri;

[. zona peruntukan khusus;

g. zona peruntukan lainnya;

h. zona peruntukan cumpuraiﬁ

=



Pasal 46
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunan lahan pada zonn perlindungon setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) hurul o, meliputi ;

a. sub zona sempadan pantai;

b. sub zona sempadan sungail; dan

c. sub zonn sempadrn irigosi.

(2) Kelenluan kegiatan dan penggundan lahan padi sub, zong sempadan panlai
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, meliputi :

a. pcmanfaatan  diperbolehkan /diizinkan hLI‘UF-rl kegloton  RTH  yailu
sempadan / penyangg dcngun ketentuan KDB paling tinggi scbesar 5 %
(lima persen), KLB paling tinggi 0,05 (nol koma nol lima), KDH poling
rendah 90 % (sembilan puluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatns berupa kegintan
1. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secarn terbatan

dengan batasan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDIT paling rendah 80 % (delapan puluh
persen) dari luas persil dan perubahan paling tinggi sub zona adalah 25
% (dua puluh lima persen) dard luas blok;

2. tempat parkir dan trotoar/pedestrinn diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengeanggu lingkungan sckilurnys, KDD paling linggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tnggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

3. perubihan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).

¢, pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegialan ;

1. hutan kota diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengon ketentunn KDBP
paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nel koma
no! dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dar luas
persil; dan

2. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dari
BKFRD.

d. pcmﬂnl'ﬂﬂt.ﬂn vang tidak diperbolehkan, meliputi :

semua kegiatan pada zona perumahan;

sen ua kegiatan pada zona perdagangan-jasa;

scmua kegiatan pada zona perkantoran,

semua kegiatan pada zona industri; .

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPUY);

Tempat Pemakaman Umum;

semud kepinlan pada zone peruntukan lainnya;

. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan

semua kegialan pada zona campuran.

(3) Hcmnman kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sempadan nunmﬂ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi : ‘

d. pemanfaatan  diperbolehkan/diizinkan berupa  kegiatan RTH
sempadan/penyangga dengan ketentuan KD paling tinggi sebesar 5 %
(ima persen), KLB paling tinggi 0,05 (nol koma npl lima), KDH paling
rendah 90 % (sembilan puluh persen) dari luas pcra:ﬂ:
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b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tnggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh
rersen) dari luas persil dan perubahan paling tinggi sub zona adalah
25 % {dua puluh lima persen) dari luas biok: .

2. tempat parkir dan trotoar/ pedestrian diizinkan secara lerbatas dengan
batasan tdak mengeanggu linglungan sekitarmya, KDB paling tinggi
schesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas persil; dan

3. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 %, ([dua puluh lima persen).

pemanfaatan bersyarat terientu berupa kegiatan :

1. hutan kota diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB
paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol Koma
nol dua), KDH paling rendah 80 % (dclapan puluh persen) dari luas
persil; dan

Z. laman bermain dan rekreasi diiginkan dengan syaral melaksanakan
gﬂﬁ?u.sunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari

RD. :

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

- semna kegiatan pada zona perumahan:

scmua kegiatan pada zona perdagangan-jasa;

semua kegiatan pada zona perkantoran,

scmua kegiatan pada zona industri:

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPL;

Tempat Pemakaman Umum;

semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya;

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan

9. semua kegiatan pada zona campuran.

ot S o

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sempadan irigasi
sebagaimana dimal-sud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

d.

pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan berupa kegiatan RTH
sempadan/penyangga dengan ketentuan KDB paling tingei sebesar 5 %
(ima persen), KLB paling tinggi 0,05 (nol koma nol lima), KDH paling
rendah 90 % (sembilan puluh persen) dari luas persil,

- pemanfantan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan

l. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
perekebunan  diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya
merupakan saling melengkapi; dan

2. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen)
dari luas blok. 3

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan BTS diizinkan dengan

syarat penyusunan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN,

dan mendapat rekomendasi dari BKPRD juga mendapatkan persetujuan
sﬂiun}hwnrgapadamamdiuaﬁngimenammyaﬂgdjbukﬁkan
dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui
bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS
tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur
dengan Peraturan Bupati. L

d. pemanfaatan yang tiduk diperbolehkan, meliputi
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semua Kegiatan pada zona perumahan;

semua kegiatan pada zona perdagangan-jasa;

. semua kegiatan pada zona perkantoran;

semua kegiatan pada zona industr;

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);

semua kegiatan pada zona RTH kecuali sempad.anfpmyan%

semua kegiatan pada zona RTNH:

semua kegiatan pada zona pﬂn.ml:uknn Iﬂmnya kecuali pertanian
lahi n basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan perekebunan;

. Bemua keglatan pada zona peruntukan khusus kecuali BTS; dan
semua kegiatan pada zona campuran. |

Pasal 47

kA

=Rt

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunan lahan pada zona RTH Kota sebagaimana |

2]

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi : i

sub zona RTH hutan kaota;

sub zona RTH jalur hijau jalan;

" sub zona RTH taman kota; :

sub zona RTH Tempat Pemakaman Umum; dan

- sub zona RTH taman lingkungan.

EEtEnL'LIEIn kegiatan dan p-eng;gl.ma.an lzhan pada sub zona RTH hutan kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan dipérbolehkan/diizinkan bempa kegiatan hutan kota, taman
lingkungan, jalur hijau, laman kota, TPU dan sempadan/penyangga
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh
persen) dari luas persil. 5

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. bumi perkemahan -diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggt lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggl sebesar 70 %
(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,

2. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).

c. pemanfantan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1. *aman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD de:ngﬂ.n
ketentuan KDB paling tingei sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi n?{nulknmanuuh} EDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

2. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan' syarat melaksanakan
penyusunan UKLUPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKFRD; dan

3. mmalamd@nwmnmbuamndmmkandmgmsymtm:lakmn&km

an UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan

" BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % [empat puluh

persen), KLB paling sedikit 0,8 (nol kpma delapa,n] I{DH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil

pRpow
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d. ]:ltmauIaatan yang tidak Ehp‘.',rh]lt]lkﬂ.ll, meliputi :

semua kegiatan pada zona perumahan;

semua kegatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali taman

hiburan dan bumi perkemahan;

semua kegiatan pada zona perkantoran;

semua kegiatan pada zona industri;

semua Kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); :

' semua kegiatan pada zona peruntukan lamn:.rakecuah wisata alam dan

wisata buatan;

7. semua kegatan pada zona peruntukan khusus; dan
8. semua kegiatan pada zona campuran.

(3) Ketentuan kegiatan dan pengpunaan lahan pada sub zona RTH jalur hijau
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan jalur hijau, hutan
kota, taman lingkungan, taman kota, TPU dan sempadan/penyangga
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB
paling tinggi 0,02 {nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan
puluhl persen) dar Iuas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDE paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

2.-perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh ima persen).

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan : -

. pemaniaatan yarig hdak diperbolehkan, mieliputi :

1. semua kegiatan pada zona perumahan,

2. sémua kegiatan pada zona perdagangan dan Ja.sa

3. scmua kegiatan pada zona perkantoran;

4. semua kegiatan pada zona industri;

5. semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPUY;

6. semua kegiatan pada zona RTNH kecuali tempat parkir l:lan
trotoar/ pedestrian;

7. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya;

£. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan

9. semua kegiatan pada zona campuran.

(4] Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona RTH taman kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan taman kota, hutan
kota, taman lingkungan, jalur hijau, TPU dan sempadan/penyangga
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 {nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh
persen) dan luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan udak
mergganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tingei sebesar 70 %
(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu empat), KDH
paling rendah 10'% (sepuluh persen) dari luas persil; .
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2.

3.

lempal parkir dan trotoar / pedestnan duznkan secarn terbatas dengan
batasan tidak mengganggu hngkungan sckitarnyn, KDB paling tinggi
scbesar 70 % (tuuh puluh persen), KLB paling tinggi 0.7 (nol koma
tujuh), KDH pa'ing rendah 10 % [scpuluh persen) dari luas perail, dan
perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dun puluh lima
peETRen).

<. pomaniaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan

I.

taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tingg scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 0.7 (nol koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dan hias perml;

. taman bermain dan rekreasi dizinkan dengan syarat melaksanakan

provusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BRPRD: dan

. wisata buatan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,

ANDALALIN dan mendnpat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
RDB paling ungys  sebesar 40 % |(empal puluh persen), KLB paling
ungg 0.8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen)
dari luas persil.

d. pemanfautan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

1.
2.

mrlpﬁpl_h.-r,u

semua Kegialan pada zona perumahan;

scmua kematan pada zona perdagangan dan jasa kecuali taman
hiburan dan bumi perkemahan;

semun kegiatan pada zona perkantoran;

scinua kegiatan pada zona induatri;

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);

semun kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali wisata buatan;
scmui kegatan pada zona peruntukan khusus; dan

semun kegiatan pada zona campuran.

[5) i-..ru:nma.n kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona RTH Tempat

Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. peman aatan  diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan Tempat
Pemakaman Umum. hutan kota, taman lingkungan, jalur hijau, taman
kota, dan sempadan/penyangga dengan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar | % (satu persen), KLB paling sedilat 0,02 (nol koma nol dua),
¥DH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan luas persil.

b. p:mn,{um bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

2.

. tempat parkir dan trotcar/pedestrian diizrinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 (nol koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil; dan

perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % Il:l'l.l.l puluh lima) persen.

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
pemaniaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

o B 0 1

. scmua kegiatan pada zona perumahan;

semua kegistan pada zona perdagangan dan jasa;
scmua kegiatan pada zona perkantoran;

semus kegiatan pada sona saruns pelayanuan umum
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6. semua kegiatan padn zona RTNH kecuali tempat parkir dan
trotoar/ pedestrian;

7. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnyn; .

8. semun kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan

9. semun kegioton pada zona campuran.

(6] Ketentunn kegintan don pengpunaan lahan pada sub zona RTH taman
lingkungan sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) hurufl e, meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan /ditzinkan berupa kegiatan taman lingkungan,
hutan keota, jalur hijau, taman kota, TPU dan sempadan/penyangga
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar | % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % [delapan puluh
persen) dan luas perail.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, XDB paling tinggi sebesar 70 %
{tujuh puluh persen), KLB paling rendahl,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

2. lempal parkir dan troloar/ pedestrian diizinkan secara lerbalas dengan
batrsan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tnggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan
. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).

. pﬁman.faatnn bersyarat tertentu berupa kematan :

l. taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 0,7 (nol kema tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh

© persen) dari luas persil;

2. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UFL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD; dan

3, wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan pen:,usunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dann BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB
paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH pﬂlmg rendah 10 % (scpuluk

persen) dari luas persil.

d. pemanfaatan yang tidak dlpcrbalchlmn meliputi :

1. semua kegiatan pada zona perumahan;

2. semua kegiatan pada zona perdaganga.u dan jasa kecuali taman
hiburan dan bumi per
semua ke:gmtan ‘pada zona p:rkantﬂrﬂn,

semua kegiatan pada zona industri;
semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPUJ;

semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali wisata buatan;
semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan
semua kegiatan pada zona campuran.

Pasal 48

(1) Httcntuan kegiatan ‘dan penggunaan lahan pada zona suaka alam dan r:af:
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf ¢, meliputi :
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i. sub zona suaka alam: dan
b. sub zona cagar budaya,
(2) Ketentuan kegintan dan penggunaan lahan pada sub zonan suaka alam

sebagaimona dimoaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawnsan pantai
berhutan bakau, meliputi :

.

peman aatan diperbolehkan /diizinkan berupa  kegiatan RTH
sempadan/ penyangga dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 5 %
{lima persen), KLB paling tnggi 0,05 [nol koma nol lima), KDH paling
rendah 90 % (sembilan puluh persen) dari luas persil.

- pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : -

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan wisata alam diizinkan
dengan syarat melaksanaokan penvusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi 0.8 (nol koma
delapan), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas persil.

. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

- semua kegiatan pada zona perumahan:

semus kegislan pada wona perdagangan-jasa;

scmua kegiatan pada zona perkantoran:

semua kegiatan pada zona industri:

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPL);

semua kegiatan pada zona RTH kecuali sempadan/ pPenyangea;
scmua kegiatan pada zona RTNH;

semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali wisata alam;
. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus: dan

10. semua kegiatan pada zona campuran.

e

Ketentuan kegiatan dan penggunasn lahan pada sub zona cagar budaya

b.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kampung adat, meliputi
a. pemanfaatan  diperbolehkan/diizinkan  berupa . kegiatan  rumah

berdasarkan klasifikasi khusus berupa kampung adat dan kegiatan RTH

berupa taman lingkungan.

pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

l. .taman lingkungan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengeanggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar: 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (ol koma nol
dua), KDH paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari luas persil ;

2. wenpat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
hatasan tidak mengganggu lingkungan sekitarmya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujubh puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 (nol koma tujuh}, KDH paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil; dan

3. perubahan paling sedikit sub zona adalah 25 % (dua puluh lima
persen). ' : '

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan wisata buatan diizinkan

dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan

mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling sedikit
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi 0.8 (nol koma
delapan), KDH paling sedildt 10 % (sepuluh peraenLdari luas persil.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehikan, meliputi :
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(1)

@

" 1. semua kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah berdasarkan
klasifikasi khusus;
2. sernua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa;
3. semua kegiatan pada zona perkantoran;
4. semua kegiatan pada zona industri;
3. semua kegiatan pada zona sarana pelayanan umum;
6. semua kegatan pada zona RTH kecuali taman lingkungan;
7. semua kegiatan pada zona RTNH kecuali taman bermain dan rekreasi;
8. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali wisata budaya;
9. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan
10. semua kegiatan pada zona campuran,

\ Pasal 49

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona perumahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, meliputi :

a. sub zona perumahan kepadatan tinggi;

b. sub zona perumahan kepadatan sedang; dan

¢. sub zona perumahan kepadatan rendah.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan

kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

perumahan dengan jumlah antara 100 (seratus)-1.000  (seribu)
rumah/hektar, meliputi ; -

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, semua kegiatan pada Zona
perumahan dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar -80 % (delapan
puluh persen) KLB paling tinggi 1,6 (satu koma enam), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :.

1. kios, warung toke; jasa minimarket perdagangan dan jasa penunjangan
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu
lingkungun sekilarnya, dengan kelentuan KDB paling linggi sebesar 70
% (tujuh puluh persen), KLB 1,4 (satu koma empat), KDH paling

- rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

2. kantor pos, kantor lembaga ketangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak menggangegu lingkungan sekitarnya,
dergan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari luas persil ;

3. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sckitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam’
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
sedi’:it 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

4. Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan

_ batasan tidak menggangeu lingkungan sekitarmya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu dua), KDH paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ;



lapangan olah ‘raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
sanggar kKesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan

-batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan kstentuan

KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi

1,2 (satu koma dua), KDH paling secikit 10 % (sepuluh persen) dari

Inas persil ; ) )

masjid den gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengeganggu lingkungan sekitarmmya, dengan ketentuan KDE paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
taman lingkungan dan jalur hijeu jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tihggi sebesar 1 % {satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol

- koma nel dug), KDH pali;ig sedikil 80 % (delapan puluh persen) dari

luas persil.
tempat parkir l:lan tmma:,.-’p-edt:atnan diizinkan secara terbatas dengan

batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnys, KDB paling tinggi
scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling sedikit 10 %/ (sepuluh persen) dari luas persil;

10. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultra dan padang

pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan
untuk aktivitas RTH; dan =

11. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).,
c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan ;

1.

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan’ UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dard
luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan m-:ndnpat rekomendasi dari

" BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh

persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling tinggi 10
% (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP;

stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling hngg: sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dan luas persil;

.
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9. semuin jenin keglotan ol ozonn industri dizinkan dengan syarsd
melnknanokan  penyusunan  UKL-UPL, ANDALALIN dan  mendaspal
rekomendani dari BKPRD dengnn ketentuan KDH paling tinggl schesar
70 % (tujuh puluh persen), KLE paling tinggs 1,4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dard luns perail;

6. SMA/Bederajal, Perguruan  Tingg/Akademik, eckolah pendidikan
khusus, dan  perpusatakaan  wmum diinlaan  dengan  wyaral
melakaanakan  penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendanl darl BKPRD dengin ketentuan KDB paling tUnggl selesar
60 % (enam puluh persen), KLE paling tinggi 1,2 (walu koma dua), KDH
paling rendnh 10 % (sepuluh persen) dari luss persil jumlahnya
dibatani hanya | (sotu) untuk setiap Sub BWE

7. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dori BEKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLE paling
ting 2i1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen)
dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Bub
BWP,

8. rumah nakit, rumah sakit beraalin, rumah sakit gowst darurat,
laboratorium keschatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syaral melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapal rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDBE paling
tinge scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (satu
koma dan), KDH paling rendah 10 % [repulub persen) dan luas persil
jumlahnya dibatasi hanya | (satu) untuk setiap Sub BWP;

9, gedung olah raga dan stadion olah rapa diizinkan dengan syarat
meclaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat

_ rekomendani dari BKPRD dengan ketentuan KDE paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB pahing tinggg 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen);

10. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan difzinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enim puluh persen), KLE paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

11. taman kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi deri BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol. koma nol dua), KDH
paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk
aktivitas RTH; dan

12. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
diizinkan dengan sydrat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tingg
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan pada zona dan jasa untuk kegiatan taman
hiburan dan bumi perkemn.‘mn',lj
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(3) Hete
kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
perumahan dengan jumlah antara 40 (empat puluh)-100 (seratus)
rummnal fhektlar, melipuli : .
a. pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan berupa sumua kegiatan pada zona

kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor
POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor
kejaksaan “dan'  pengadilan, kantor stasiun hujan, kantor
telekomunikasi dan kantor kelistrikan:

kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan
pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara; -

. kegiatan pada zona ' RTH untuk kegiatan hutan kota dan

sempadan/penyangga: -
kegiatan pada zona RTNH untuk kegiatan taman bermain dan rekreasi;
scmua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata
alam, wisata buatan dan wisata budaya; dan

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

ntuan kegiatan dan penggunasn lahan pada sub zona IPEI"LI.TJ!.EhE.n

perumahan dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam

puluh persen), KLB paling tinggi scbesar 1,2 (satu koma dua), KDH paling

rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1.

kios, warung, “toko, jasa, minimarket, perdagangsn dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan
tidak mengenggu lingkungen sekitarnya, déngan ketentuan KDR
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari Iuas persil ; ! .

kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor

~ konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta

duzinkan secara terbatas dengan batasan tidak MEengeangzeu
lingkungansekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar

. B0 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
"KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari | persil ;

3.= PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan

zecara lerbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dergan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil : :
puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
kesechatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti
rehabilitasi narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terhatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tingei sehesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu kpma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil : z
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lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
kotna dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ;

6. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas
dengan batasan bdak mengganggu lingkungan sckitarmya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh perren) dari luas persil ;

7. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarmnya, dengan ketentuan KDB paling
unggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ; .

8. toman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan  balasan diperunlukan unluk  akUvitas RTH, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan
puluh persen) dan luas persil; '

9. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarnya, KDB
paling tinggl sebesar 70 % [twjubh puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 [nol koma tujuh), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari
luas persil;

10. pertanian ahan basah, pertanian lahan kering, hortikultra dan

: padang pengembalaan diizmnkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

11. perubahan paling tinggi subzona adalah 25 % (dua puluh lima
persen). '

c. pemanfaatan bersyarat tertentu btmpa kegiatan :

1. pertolzoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, danpus.at
peldang&n:k&nd:mkandmgauayarmmﬂaksamkanpm}um UKL-
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat], KDH palmg rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

2_SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDAI ALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dar
luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (dga) unit untuk seluruh perkotaan;

3.pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dar

BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh

persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10

% (sepuluh persen) i luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)

untuk setiap Sub BWP,
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4. stasiun rdio diizinkan dengon syarnt melaksanakan penyusunan UKL
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendani doari BEPRD  dengnn
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % [enam puluh persen), KLH
paling tinggi 1,2 (satu koma dun), KDH paling rendoh 10 % (sepulub
perasen) dari luas persil;

S.memun  jenin  hegintan  di zona  industri  diizinkan  dengan  syarat
melaksanakan  penyusunan  UKL-UPL, ANDALALIN don  mendapal
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70
% tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

6. SMA/Sedernjat, Perpuruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan khusus,
dan perpustakann umum  dizinkan dengan  syarnt meloksanokan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 60 % [enam puluh
persen), KLB puling tUnggi 1,2 (satu koma duw), KDH paling rendah 10 %
(scpuluh persen) dari luas persil jumlahnya dibatasi hanyn 1 (satu) untuk
actinp Sub BWP,;

7. lerminul diginkun dengun syarul melaksanokun penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendnpat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 9% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2
(satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil, jumlnhnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

8.rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan syarat
melecksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tingpi sebesar 60
% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil jumlahnya dibatasi hanya 1
(satu) untuk setiap Sub BWP; ,

9. gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60
% [enam puluh persen), KLB paling tnggi 1,2 (satu koma dua), KDH palmg
rendah 10 % (sepuluh persen);

10. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

il.taman kota dan’ Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 %
(satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dual, KDH paling
I;]I‘;fﬂh B0 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk aktivitas

12.taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan

El:n:.ru UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari



13. wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan
penvusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BEPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas pﬂl'-?-.'l.l dan

14. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa izinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan k:tf:ﬂtl.mn KDB paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh pEl'EE]:'I.]. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma
empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

d. pemanfaatan vang tidak diperbolehkan, meliputi :

1. ktg;ﬂtmjﬂﬂHNMPﬂrdﬂg&ngﬂndﬂnjaﬂuntukkngiﬂtaniﬂmﬂnhibm
dan bumi perkemahan.

2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, kantor
kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor POLRES, kantor
POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor kejaksaan dan
pengadilan, kanlor stasiun hujan, kantor lelekomunikasi dan kantor

3. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan
pada subzona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar udara.

4. kegiatan pada 2ona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
scmpadan/penyangea;

2. semua kegiatan pads zona peruntukan lainnya untuk kegmtﬂn wisata
alam,; dan

&. semua kematan nada zona penmmkan khusus.

(4} Ketentuan kegiatan dan penggunaan’ lahan pada sub zona perumahan
kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf ¢ merupakan
perumahan dengan jumiah antara 10 (sepulub)-40 (empat puluh)
rumah /hektar, meliputi =
a. pemanfaatan diperbolehican/diizinkan berupa semua keglatan pada

zona perumahan dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 %

(empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan),

KDH paling rendak 10 % (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. ldos, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangegu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLE paling tinggi 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas

« persd; -

2. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor

" konsultan,; kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta
diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu

" hngkungnusehmmyﬂ,dmgﬂnk::ttnmm KDB paling tinggi sebesar

60 % (enam-puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu dua),

KDH paling rendah 10 % ({sepuluh Fﬂrﬂn]dﬂnhﬁlﬂﬂmx

n
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3. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan
sccara terbatas dengan batasan tdak menggangpu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH pa]ing
rendak 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

4. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengn-baum pos
kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti
rehabﬂ:tam narkoba, PMI dan toko nhatfaputik diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tingg sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah
10 % {sepuluh persen) dari luas persil :

9. lapangan ‘olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangegu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDE paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
kema dua), KDH pﬂlmg rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ;

6. sanggar kesenian, hﬂlﬂl perlemuan, pusal informasi wisala, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil ;

7. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas ‘dengan batasan tidak
mengganggy lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 %-(enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ; '

8. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan 'untuk aktivitas RTH, dengan

_ ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling

tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan
= puluh persen) dari luas persil;

9. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak menggangeu lingkungan sekitarmya, KDB
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 (nol koma mjuh} KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil;

" 10. pertanian lahan 'basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan ;

11. perubshan paling tingei sub zona adalah 25 % (dua puluh lima
- persen).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu herupa ]:cgtatan

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pejtlnngan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koga empat), KDH paling
*endah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
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SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1.4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit
untuk seluruh perkotaan;
pasar dan supcrmarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BRPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan Ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah
10 % {sepu_luh persen) dari .hms persil;
semua jenis kegiatan di wona industri diizinkan dengan syaral
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDEBE paling tinggi
sebesar 70 %. (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma
empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
SMA /Sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, seckolah pendidikan
khusus, dan perpusatakaan wumum  dizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi. dari  BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen‘; dari luas persil
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-

UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil, jumlahnya d.lhﬂ.tﬂ.&'l hanya 1 (satu) untuk
setiap Sub BWF;

rumah salkit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
:aboratorium keschatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mmdapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tipgei 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);



10. gcdung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan
% diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan

+ » ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah | 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil;

11. taman kota dan tempat pemakaman umum-diizinkan dengan syarat
melaksanakain penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKFRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan
peruntukannya untuk aktivitas RTH;

12. taman bermain dan rekressi diizinkan dengan syarat melaksanakan
Ei{ng}‘t;;man UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari

13, wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat
melaksahakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling Llnggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma
delapan), KDH paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari lnas persil;

14, kegiatan gona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan BEPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 [satu koma empat), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP. '

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan :

1. kegiatan pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan taman
hiburan dan bumi perkemahan;

2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan | kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor
POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor
kejaksaan dan pengadilan, kantor telekomunikasi dan kantor
kelistrikan; ;

3. kepiatan ‘pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi
kegiatan pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan

bandar udara. .

4. kegiatan pada zona RTH  untuk kegiatan butan kota dan
sempadan/ penyangg:; . _

5. kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam;
dan ¥

6. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

&

Pasal 50

1) Ketentuan k&gmtandanpmmnaanh]mnpadamn&perdagangandan
[ }jElE.E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, meliputi

a. sub zona perdagangan dan jasa tun : dan
b. sub zona perdagangan dan jasa deret .

L
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(2iketentunn keginton dan penggunoon lahan poda sub zona perdapgangan
dun jnsn tunggal sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

u, pemanfoatan diperbolehkan / diizinkan berupa kegintan kios, warung,
toko, minimurkel, SPBU, posar, josa, supermarkel, perdagangan dan
jnan penunjang pariwisata, pergudangan penyimpan barang dagangan,
pusal pelelangan ikan, toman hiburan dan bumi perkemohan dengan
kelenluan KDB paling Unggl scbesar 70 % (lujubh puluh persen), KLB
puling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat) dan KDH paling rendah 10
% [ wpuluh persen) darl luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

l. semun  jenis Ivl:-:':giatﬂn perumahan di sub zona kepadatan tnggl
diizinkan sccara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6
{satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas
persil; : -

2.semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secarn terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar 60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi  sebesar 1,2
13[[1’.!.5[[ koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; :

+ d.semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
Immﬁ delapan), KD paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; -

4. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikesi dan kantor kelistrikan diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh
persen), KLE paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari luas persil ;

5. kantor pos, kantor lembaga keuangan, 'kantor partai, kantor
konsultan, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu linglungan sckitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),” KDH paling rendah 10

. % (sepuluh persen) dari luas persil; :

6. PAUD/play group, TK, 8D/Sederajat dan SMP/scderajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan. tidak mengganggn lingltungan
sekitarnys, denguan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam

* “puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dus), KDH paling
tinggi 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

7. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan , pos
kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi

narkoba, PMI dan toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
E]}]§!1pajmi_.: tinggi sebesar 60 % (enam puluh ‘persen), KLB paling
ting_,g: 1,2 (satu Tma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ; \ ;

Lol
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2. lapangan olah maga diznkan secara terbatas dengan batasan tdak

mengganggu lingkungan sckitamyn, dengan ketentuan KDB paling
prs.-;an sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingm 1,2 (satu
woma dua!, KDH paling rendahy 10 % (sepulub persen) dari luas
persil;

9, sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisatn, lembagn

sosial dan lembaga kemasyarukatan ditginkan secura terbatas dengan
batasan tdak mengmanggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDS paling tinggi schesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
nggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepulch
persen) dari luas persil ;

10. masjid dan gereja diizinkan sccara terbatas dengan batasan tidak

mengganggu lingkungan sckitarmys, dengan ketentuan KDB paling
tnggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLE paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDF paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

11. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas

dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tingm 0,02
(nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen)
dan luas persil;

12. tempat parkir dan -trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas

dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLE paling tingm 0,7 (nal
koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh perzen) dari luas

persil:
13.pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikulturn dan

padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

14. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima

persen}

¢, pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

b

pertokoan  dan ruko diizinkan dengan  syarat melaksanakan
pen;usunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dan BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % f{enam puluh
persen), KLB puling tinga 1,2 (sulu kuma duy), KDH paling renduh 10
% (sepuluh persen) dari luas persil; -

semua jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
77 % (rujuh puluh persen], KLB paling tngg 1,4 (satu empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
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4. SMA/sederajat, Pergaruan Tinggi/Akademil, sekolah pendidilkan

10.

11.

12.

khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BEFRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil jumiahnya dibatasi
hanya 1 (satu} untuk setiap Sub BWP, .

terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 {satu) untuk
setiap Sub BWE; : '

- rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
‘laboratorium kesehatan dan rumah sakit héwan diizinkan dengan
. syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan

mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
linggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling linggi 1,2 (salu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP,

gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BEKPRD dengan ketentuan KDB paling tingei sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen); '

gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggl sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
taman kota dan Tempal Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat

. melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 'ANDALALIN dan mendapat

rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH
paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk
aktivitas RTH; '
taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPED; .
wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BEKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan :
kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN' dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnys dibatasi hanya 1 {satu)
unluk setiap Sub BWFS

50




d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: :
1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
~“kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan kantor
kejaksnan dan pengadilan; ;

2. lkegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliput kegiatan
pada subzona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara; :

3. kegintan pada zona RTH untuk kegiatan hutan
sempadan /penyangga;

4. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata
alam dan wisata budaya: dan :

2. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perdagangan dan
jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan pertokoan, ruko,
minimarket, jasa dan supermarket dengan ketentuan KDB paling tingg
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu
koma empal) dan KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil.
- pemar faatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :
1. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi diizinkan
secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 80
% (depan puluh perscn), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma
_enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
2.semua  jenis kegialan perumahan di subzona kepadatan sedang
duzinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tingsi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
" 3.semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rendah

kota dan

diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi

scbesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 {nol

.koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; ;

4. kios, warung, toko dan perdagangan dan jasa penunjang pariwisata
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 70 % [mjuh puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

9. bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 %
{fujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepulub persen) dari luas persil;

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengpanggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (ima puluh persen), KLB
paling tinggi 1,0 (satu nol), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil ; :




7. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggl scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah' 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil;

8. PAL Dfplﬂ.jr group, THE, S5D/Sederajat dan SMP/scderajat diizinkan
secara terbatas. dengan batasan tidak mengganggu linglungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

'9' puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan , pos
keschatan, praktek dokter, prakiek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI dan toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangmy lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 [satu koma dua] KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ;

10 lapangan olah rﬂga diizinkan sccara terbatas dengar batasan tdak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil ;

11. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangpu lingkungan sekitarmya, dengan ketentuan
KDB paling tingpi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma duaL KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
iuaﬂ persil ;

12. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

13. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas dengan
batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan KDB
paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma
nol dua), I{DH paling rendah 80 % [dflapan puluh persen) dari luas
“persil;

14. tempat pa.rlur ::lﬂ.n trotoar/ pedestrian duzmkan secara terbatas dcngan
batasan tidak menggangeu lingkunpan sekitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (*ujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,

15, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan padang
pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan
untuk aktivitas RTH; dan

16. perubahan paiing tinggi sub zona adalah 25 % (dua puiuh lima persen).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BEPRD dengan ketentuan
KDE paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh pcrscn"l. KLB paling hnggi
1,4 {satu koma empat), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen)
luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (Gga) unit untuk seluruh perkotaan;
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pasar ditznkan dengan syarat melakannakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDD paling tingg sebesar 70 % (tujuh puluh pernen), KLB paling tings
1,4 (satu komn empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dani
luas perail, jurnlahnya dibatasi hanva | (satu) untuk sctinp Sub BWP,
pergudangan  penyimpanan bharang dan  pusat  pelelalangan  ikan
duzinkan dengan syarat mclaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari EKPRD dengan ketentuan
KDD paling tinggi sebesar 70 % (tujub puluh persen), KD paling tingg
schesar 1,4 (satu koma empat) dan KDH paling rendah 10 % (scpuluh
perscn) dan luas persil;

taman hiburan dizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat) dan KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dan luas persil;

Stasiun radlio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tingg sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling unggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh
persen) dan luas persil;

semun jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi schesar
70 % (tujuh puiuh persen), KLB paling tinggi 1,9 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan Juas persil;
SMA/sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sckolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dano
BKPR[* dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil jumlahnya dibatasi hanya ! (satu)
untuk setiap Sub BWP,

. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,

ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dani BKPRD dengan ketlentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingm
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil, jumilahaya dibatasi hanya 1 [satu) untuk setinp Sub BWP;

. rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat dararat,

labotarium kesehatan dan rumah sakit hewan dizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
reko nendasi dari BEKPRD dengan ketentuan KDD paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) luas persil jumlahnya dibatasi
hanya | (satu) untuk setap Sub BWP; _




10. gedung olah rage dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KL paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen);

11. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluk persen) dari luas persil;

12. taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
mclaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rckomendasi dasi BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1
% [satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling
rendah B0 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk aktivitas
RTH;

13. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan

penyusunan UKL-UFL, ANDALALIN dan mendapal rekomendasi dari
- BKPRD;

14, wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKFRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB
paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil; dan

15. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan fjasa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepulub persen) dari
luas persil, jurhlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk schap Sub BWP.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pada zona perkanteran untuk kegiatan kantor provinsi, kantor
kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan kantor kejakssan
dan pengadilan; -

2.- kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum [SPU), meliputi kegiatan
pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bondar
udara; '

3. kegiatan pada zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
sempadan/penyangga,

4. semua kegiatan pada zona peruntulan lainnya untuk kegiatan wisata
alam dan wisata budaya; dan

9.  semua kegiatan pada zona peruntukan khusus,

’ Pasal 51 '
(1} Ketentuan kegiatan dan, pengpunan lahan pada zona perkantoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat {3} huruf ¢, meliputi -
a. sub zona perkantoran pemerintah: dan :
b. sub zona perkantoran swasta.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perkantoran
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a, 1:|:ua-,li[:'nl.'ﬂ:'llj:flfI
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4. pemaninatan yang diperbolehkan/diizinkan, berupa kegiatan kantor
provinsi, kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan,
kantor POLRES, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor kejaksaan
dan pengadilan, kantor telekomunikasi, kantor kelistrikan, kantor
partsi dan stasiun radio diizinkan dengan ketentuan KDB 50% (lima
puiuh persen), KLB 1,0 (satu koma nol) dan KDH paling rendah 10%
(sepulub persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan;
l.rumah berdasarkan fungsi usaha atau penggunaan bangunan

berupa rumah dinas di sub zona perumahan kepadatan tinggi
diirinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar
1,6 (satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari haas persil;

2. rumeh berdasarkan fungsi useha atau penggunaan bangunan
berupa rumah dinas di sub zona perumahan kepadatan sedang
liirinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tngpi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling Linggi sebesar
1,2 {(saru koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil; _ :

3.rumah berdasarkan fungsi usaha atau penggunaan bangunan
berupa rumah dinas di sub zona perumahan kepadatan rendah
diirinkan secara tcrbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar
0.8 nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil; f

4. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor konsultan, kantor
notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tingei 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % {sepuluh
persen) dari luas persil;

5. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk ‘aktivitas RTH, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan
puluh persen) dari luas persil; : o

6. tempat parkir: dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB
paling tingei sebesar 70 % (tujuh pulub persen}, KLB paling tinggl
0,7 (nol koma tujuh), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari
luas il;

T.pumm lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
padang pengembalasn diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan y .

’ &pemtnTn paling tinggi subzona adalah 25 % (dua puluh lima

- persen)y . .
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€. pemanfontan bersyarat tertentu berupa kegiatan taman kota diizinkan
dengan svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tngel sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tnggi 0,02 (nol koma nol
dua), KDH poling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan
peruntukannyn untuk aktivitas RTH. '

do pemanfistan yang tduk diperbolehikan, meliputi ;-

s

o= 01
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semua kegiatan pada zona perumahan kecusli rumah berdasarkan
fungsi usaha/penggunaan bangunan berupa rumah dinas;

semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa; ;

semun kegintan pada zona industri;

semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);

semua kegiatan pada zona RTH kecuali taman lingkungan, jalur
hijau jalon dan taman kota:

- semua kegialen peds zona RTNH kecuali tempat parkir dan

trotoar/ pedestrian;

peruntukan lninnya kecuali pertanian lnhan basah, pertanian lahan
kering, horlikullure den putlung pengernbuluun;

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan

semua Kegialan pada zona campuran.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perkantoran
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pemanfaatan yane diperbolehkan/diizinkan, berupa kegiatan kantor
pos, kantor lembaga keuangan, kantor konsultan, kantor notaris,
kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan dengan ketentuan KDB
paling tingm 60% (enam puluh persen), KLB 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secarn terbatas berupa kegiatan :

1.

semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan bGnggi
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 80 % (delapan puluh persen), ELB paling tnggi
sebesar 1,6 (sate koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil; )
semua jcnis kegiatan perumahari di sub zona kepadatan sedang
diizinkan sccara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen|, KLB paling tinggi sebesar
1,2 (satu koma dua), KDH paeling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil; ;
semua jenis: kegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah
diizinkan sccara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi schesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tingg schesar
0.8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil; _
kios, warung, toko, minimarket, jase, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan sccara te;hams -:Engnn m‘“ﬁ.ﬁ“ﬁ
tdak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan RDD
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling 'tinggi
1,4 (sutu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ; ‘
bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan ﬂdﬂ
mengeanggu lingkungun sekitarnys, KDB paling tinggi sebesar 70
; L



(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
Paling rendah 10 % (sepulub persen) dari luas persil:

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telebomunilmsi dan kantor kelistrilan diisinkan secara
terbatas dengan batasan tdak mengganggu lingkungan sekitarnva,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh
persenj, RLB paling tinggi 1,0 {satu koma nol}, KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

7. PAUD/play group, TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatss dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 %
(enam puluh persen), KLB paling tinegsi 1,2 (sam koma dua), KDH
Paling Rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

8. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan,
pos  kesehatan, praktele dokter, poliklinik, pent rehebilitasi
narkoba, PMI, toko obat dan apotik diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak menggangeu lingkungan selitarnya, dengan
keleniuun KDB pading Ungei sebesar 60 % {enam pulub persen),
KLB paling tinggi 1,2 (sarmz koma dua), KDH paling rendsh 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil ; | ;

9. lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tdak
mengganggn lingkungan sekitamya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (sam
koma dua), EDH paling rendah 10 % ([sepuluh persen) dari luas
persil ; ; o

10. sangger kesenian, balai pertermnuan, pusst informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatsn diizinkan secara terbatas
dengan tatasan tidak mengganggu lingkungsn sekitarnya, dengan
ketentuun EDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puiuh perseny,
KLE paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendash 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil ; _

11. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan seldtarmya, dengan ketentuan KDB naling

* tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (sam
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari huas
persil ; ’

12, taman linglungan dan jalur hijau jalan diiminkan secars terhatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH,
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % {delapan
puluh persen) dari luas persil;

13, tempat -parkir dan totoar/pedestrian diizinkan secara terbatas
dengan batasan tdak mengganggu lingkungan sekitarnyva, KDB
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 (ool koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari

luas persil;
14. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortixultura, dan
padang pengembalaan ditxinkan 2 terbetes dengan betosan

diperuntukan untuk aktivitas RTH;



C.

15. perubahan paling tinggi subzona adalah 25 % (dua puluh lima

perset)

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1.

SFBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
wetentuan KDB sebesar 70 % (tuyjuh puluh persen), KLB paling
tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persenj dari luas persil, jumlahnya dibatasi 2 (Hga) unit untuk
seluruh perkotaan;

pasar diizinkan dengan syarat melaksanakar penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen),
KLE pa'ing tinggi 1,4 (satu koma empat), KDII paling rendah 10 %
.sepuiuh persen) dari luas persil, jumiahnya dibatasi hanva i
(satu) untuk setiap Sub BWP;

pergudangan  penyimpanan barang dagengan, dan pusat
pelelangan  ikan  diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi
dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sehesar 70 %
(fwjuh puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma
empat] dan KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas
persil;

taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendssi
dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 %
(tujuh putuh persen), KLEB paling tingpi sebesar 1,4 {satu koma

empat] dan KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari hias

persil; ;

stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1.2 [gatu koma dua), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil:

semua.jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sehesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 [sat
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas

‘pereil;

SMA [sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan wumum diizinkan dengan  syarat
melaksanakan peryusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
xoma dua), XDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari !

persil, juralahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWE];’;ES
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terming’ diizinkan dengan syurat melaksanakan penyusunan UKL-
JPL. ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLE paling tingei 1,2 (satu komn dua), KDH paling rendoh 10 %
[sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya |
(satu) untuk setiap Sub BWP,

9. rumah sakit. rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2
(satu koma duaj, KDH Paling Rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil jumiahnya dibatasi hanya 1 (sat) untuk setiap Sub
BWP;

10. gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (scpuluh persen);

_gedung kesenjan, gedung serbaguna dan gedung pertemuan
diizinkan dengan svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN doan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentean RDB paling tingei sebesar 60 % (enam pulub persen,
KLB paling tnggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
{sepuluh persen] dari luas persil; .

12. taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
.mendapat rekomendasi dari BEPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma
nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan

: seruntukennye untuk aktivitas RTH;

3. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan  syarat
melaksanalon penyusunan UKL UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi duri BRFRD;

14. wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

15. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan /jasa
diizinkan dengan svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapst rekemendasi dari BEPRD dengan
ketentuan KDB paling tiriggi sebesar 70 % (tajuh puluh persen),
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma'empat), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dan luss persil, jumlahnys dibutasi hanya 1
(satu) untuk setiap Sub BWP.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantog provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan dan kantor kelurahan;
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2. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan
pﬁda sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara;:

. kegiaton pada zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
sempu.dan,rpenyangga

4. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk keglatan wisata
alam dan wisata budaya; dan

3. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus,

Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona sarana pelayanan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, meliputi :

)

olingda

. sub zona pendidikan:

sub zona transportasi;

sub zora kesehatan:

sub zona olah raga;

sub zone sosial budaya; dan
sub zona peribadatan.

Ketenman kegiatan dan ptngu_:mﬂn lahan pada sub zona pendidikan
sebagaimana dimaksud nada ayat (1) huruf a, meliputs
a. pemanfaatan :hp:rbol:hknn,l'dumnkan, berupa semua kegiatan yang

berada di sub zona pendidikan dtngan ketentuan KDEB paling tingg

sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinpggi sebesar 1,4 (satu
koma empat] dan KDH paling rendah sebesar 10% {'stpu!uh persen) dari
luas persil.

p-mnnl‘nnm.n b-traymt secara terbatas berupa Ir.:n:g;lutn.n
1. semus jems kepiian perumsban dl sub osona I-i.::pa.r_'f.:llun Largpn
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
© sebesar 850 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1.6
~ |satu koma enam], KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen| dﬂ_n luas
persil;
2. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
* scbesar 60 % [enam puluh persen), KLB paling tinggi sfbca.a.r 1,2 [satu
toma dua) KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dard luas persil;
3. semua jenis kiegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah
diizinkan sccara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % {empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 {noi
koma delapan), KDH' paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil;
4. Kios, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas:'dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 1,4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
Kantor pos, kantor lembaga keusngen, kantor partai, kantor
konsultan, - kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta
diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak MEnEEAngEy
lingkungan sekitarnya, dengan kelentuan KDB paling Unggl sebessr
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dual,
K JH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
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puskesmss, puskesmas pembantu. posvandu, balai pengobatan, pos
Erschatan, prakiek dokter. praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinksn secara terbatas dengan
batasan ridak menggangeu linglwnean seldtarnyva, dengan ketentuan
EDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 {sat: koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari Tuas persil ;

lapangan olah rega ditrinkan secara terbatas denpan batasan tidak
mengranggy  lingkungan sekiarnva, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dual, KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas persil;
sanggar kesenian, balal pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembage kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan Gdak mengeganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
dngei 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari as persil; '

.masid den gerejs diirinknn secora terbates dengsn batasan tdak

mengganggu lingkungan eelitamys, dengan ketentuen KDB paling
nnggi sebesar 60 % (enam pulub persen), KLD paling tinggi 1,2 (satu
koma duaj, KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas persil;

.mman lngiimgan dan jalur hijau jalan diizinksan secara terbatas

dengan batasan diperuntukan unmik aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDE paling tinggi sebesar 1 % [satu persen), KLB paling tinggi 0,02
(nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % {delapan puluh persen)
dari luas persil;

i. temgeal parkic dan boloas | pedestrian dicinkan secara terbatas derngan

sebesar 70 % (tujub pulub persen), KLB paling Tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil,
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
padang pengembalasn diizinkan secara terbatas dengen batasan
diperuntukan uniik aktivitas RTii, dan

perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima
persen).

. pems 1faatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

b3

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat peieiangan ikan diizinkan dengan syarat m:lﬂknanﬂ.ka;n
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan
BKFRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 70 % (nijuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) darn luas persil;

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BEPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLE
paling ringgi 1,4 (saru koma empat), KDH paling re.ndah 10 % (sepuluh
persen) darj luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh
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pasar dan supcrmarket dumnkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BRPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 {satu koma cmpat), KDH paling
rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu) untuk sctiap Sub BWF,

4. stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKFRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KL3 paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
% (scpuluh persen) dari luas persil;

terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paiing bogen 1,2 (salu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepulub
persen) dan fuas persil, jurilahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk
setap sub BWF;

6. rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesehatan dan rumah salit hewan diizinkan dengan
svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tngg sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (satu
Loma dus), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) den luas persil
jumlahnya dibatasi hanya 1 [satu) untuk setiap Sub BWP;

gedung olah rege den stadion olah rega diizinkan dengan sydrat
melsksunukun penyusunan URL-UPL, ANDALALIN dan mendapal
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (cnam puluh persen], KLB paling tinggi 1,2 {satu koma .dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);

8. gedung kesenian, gedung scrbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen, KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan hoas persil;
taman kota dan tempat pemakaman umum diznkan dengan syarat
melnksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BEFRD dengan Ketentuan KDB paling tinggl scbesar
1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH
paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk
aktvitas RTH;

10. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKFPRD dﬂngﬂn
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 [satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi’ han:,ra 1 (satu) untuk
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setinp Sub BWP.
d. pemuniusian yung ldak diperbolehkan, melipud .
1. kegiatan pada zona pe dan jasa untuk kegiatan taman

hiburan dan bumi perkemahan;
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8.

kegintin padn zona perkontoran untuk keginten  kantor provinsi,
knntor  kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor
POLRES, kantor POLSEK. kantor KODIM. kantor KORAMIL., “%antor
kejoksann . don  pengndilan, kantor telekomuniknsi don  kantor
leelistrikan;

temun kegiatan padn zona industr; .

Kegintan padi s Suiana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan
pada sub zonn transportnsi untuk kegintan pelabuhan dan bandar
uddinrn;

kegintan  pada zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
senpadan/ penyangga;

kegintan pada zona RTNH untuk kegiatan taman bermain dan rekreasi;
semuin kegintan pada zona peruntukan lainnva untuk kegintan wisata
alam; dan

semun kegintan pada zona peruntukan khusus,

(3} Ketentuan kegiatan dan penggunoan lahan pada sub zona transportasi
sebagaimona dimalksud padu oyat (1) huruf b, meliputi ;

a el diperbolehbon/diinkan berupa semun keginlan pads sub
zona transportasi dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (sawu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
scbesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tingei scbesar 1,6
(satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil;

semun jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan s.tdang
diizinkun secara terbawas dengan batasan ]-u:tr:ntuun KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
kome dua}, KDH paling rendah 10 % (sepuluh p:rsr:n] dari luas persil;
semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah
diizinkan secura terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil;

kios, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu linglungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
Lnggi sebesar 70 % {tujub pulul persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendah '10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ; . _ .

kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor
konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta
diizinkan secara terbatas dengan batasan tdak mengangEu
lingkungan sekitarnys, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

PAUD/Play ' Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat duz:nkan
secarn  terbatos dengnn batasan tidok menggonggu lingkun
sekilurnys, dengun helenluan KDB paling Unggl sebesar 60 % [:nﬂ

63

L




>

o

10.

i
s

a

puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai p-cnguhatan. pos
keschatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkcba, PMI dan toko obat/apotil diizinkon secara terbatas dengon
batasan tidak mengpangeu linglungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling Unggi scbesar 00 % (enam pululi persen), KLB paling
ungei 1,2 {satu koma dua), KDH paling rendah 10 % ({sepuluh persen)
dari luas persil ;

lapangan olah rega diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinpgi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil
sangear kesenian, bala pertemuan, pusat informosi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batnsan tidak mengganggu linglungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB puling Ungei sebesar 60 % (ensm pulub persen), KELE puling
tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ;

masjid dan gereja diizinkan secara t:ﬂ:«atas dengan batasan tidak
mengeganggyu lingkungan sekitarnya, denpan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas persil

i, taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas

dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDE paling tinggl scbesar 1 % (satu persen), KLB paling tingg 0,02

¢ dnol koma nol dua), EDH paling fendah 80 % {delapan puluh persen)

12

13.

14.

dan luas persil;

tempat parkir dan trotoar, pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangegu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (mujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

perubshan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dus pulih lima

persen).

c. pemanfaatan bersyaral tertentu berupa keglatan :

1.

<.

pertokoan, rako, pergudangan penyimpanan barang d.agangﬂ.n, dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan' KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
~rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

' 8PBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ADALALIN dan mmdapat rekomendasi deri BKPRD dcnga.n
ketentuan. KDB paling tinggi schesar 70 % (tujuh puluh perscnj, KLB
paling tinggi 1,4 [satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepul
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persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unut untuk seluruh
perkotaan;

pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % [tujul
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluby persen) davi luas persul, jumiahnya dibatasi
hanya 1 (satu) unmuk setiap Sub BWF;

stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKFPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % {enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
%o (sepuluh persen) dar luas persil;

SMA Sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, dan perpustakesn wumum  diizinkan. dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat

- relkomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDE paling tinggi sebesar

L2

10.

11.

60 % (enwun pulub persen), KLB paling Ungei 1,2 (sulu koms dusj,
KDH paling rendah 10 % [sepuiuh persen) dari luas persil jumiahnya
dibatasi hanya 1 [satu) untuk setiap Sub BWF,

rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratoriuin kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi schesar 60 % (enam puluh persen), KLB,paling tinggi 1,2 [satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari | luas p-“‘ﬂ‘
jumlahnya dibatasi hanya ! {satu} untuk sctiap Sub BWD,

gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunsn URL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDBE paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), ELB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);

. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan

d=ngan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1.2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas persil;
taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
melaksanalon penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mmdﬂpn_
rekomendasi dari BEPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl scbesay
1 % {satu persen), KLB paling ungg 0,02 (nol koma nol dua), KDH
paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya wituk
aktivitas RTH;

taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKLFUPL ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD;

wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan peOyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BEPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 40 % (cmpat puluk
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma dglapan), KDH paling rendeh
10 % (sepuluh persen) dan ]u.ﬂa persi; dan

4 65



10.

1.1.

12,

13.

60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1.2 (satu keoma dusa),
KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas persil ;

PAUD/Play Group, TK, SD/Sederujat dan SMP/Sedernjnt diizinkan
secarn  terbatas dengan batasan tidak menggangsu  lingleungan
selitarnya, dengan ketentuan KDE paling tngg schesar 680 % [enam
pulub pereen), KLB paling tingsi 1.2 (matu koma dua), KDH paling
iendah 10 % (scpulul persen) dari luas persi |

lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan bamtasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % fenam puluh persen), KLE paling ungg 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh peraen| darni fuas persil

sanggar kesenian, balal pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarmvya, dengan Keteniuan
KDB paling tinggi sebesar 80 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 (3atu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ;

masjid dan gercja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangga  linglungan  sekditarnya, dengan  ketentuan KDE
iecnggangra sebesar 60 % (e pulub persen), KLE paling Umgs 1,2
(satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas
persil ;

taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi scbesar | % (satu persen), KLE paling tinggi 0,02
inol koma nol dua), KDH paling rendah B0 % [delapan puluh persen)
dari luas persil; .

tempat parkir dan trotoar/ pedestrian ditzinkan secara terbatas dengan
batazan tidak mengganggu linglungan sckitarnya, KDB paling tings
scbesar 70 % [tujuh puluh p-l:mtn} KLE paling tingzi 0,7 {nol loma
tujuh}, KDH paling rendeh 10 % {sepuiuh persen) dan luss persii;
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikuitura dan
padang pengembalaan dizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

perubahan pﬂIlngunmsub-naada]ah'EE%{{hapthhhna

persen).

pcmanfaam bersyarat tertentu berupa k:g:atau

1..

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanalkan

“penyusunan UKL-UPL, AMDALALIN dan mendapat rekomendasi darn

BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), KLB paling lnggi 1,4 (salu koma empai), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari juas persil;

SPBU diizinkan dengan svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
AND/LALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDRB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (sam koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
lua.s persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan



60 % {enam puluh persen), 'KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

6. PAUD/Play- Group, TK, SD/Sederujat dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu linglungan
seldtarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (eatu koma dua), KDH paling
vendah 10 % (sepuluh persen} dari luas persil ;

7. lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDD paling
tinggi sebesar 60 % lenam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH pﬂ]mg rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil

8. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangeu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinesi sebesar 50 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dan luas persil ;

9. masjid dan gereja diizinkan sccarn terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB
menppanpe i sebesar 60 % (enmmn pulul persen), KLB paling Goggn 1,2
(saru koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ;

10. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tingm scbesar | % (satu persen), KLB paling tingm 0,02
(nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen)
dan luas persil; .

11. tempat parkir dan trotoar/ pedestrinn diizinkan secara terbatas denpgan
batasan tidak mcngganggu lingkungan sckitarnya, KDB paling tinggi
sebeaar 70 % (tujuh puluh perasen), KLB paling tinggi 0,7 {nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepulub persen) dan luas persil;

12. pertanian lahan basah, pertanian lahan kenng, hortikultura dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbates dengun  batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

13. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % {dun puluh lima
persen).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pelelangan ikan dizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (rujuh puluh
perseny, KLB Ndiug Lillgg,.'i 1,4 (salu komsa ulupul.l, KDH chnling rendaly
10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

2. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 [satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil, jumlahnva dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
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3.

s

pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penvusunan UKL-UPL. ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
pereen), KIB paling tinosi 1 4 (saty koma empat), KDH paling rendah
10 % {sepulub persen) dar huas persil, jumlchnya dibatasi hanya 1
tsaty) untuk setiap Sub BWP :

- ShaAj Scciajal, Fogwuso  Tugg/Akadomik,  schulul [ETHTHE P

knusus, dan perpustakaan umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
&0 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu l.oma dua), KDH
palme rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil jumlahnya
dibatasi hanya | (safu) untuk setiap Sub BWP:

gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melabeanalan penvuigunan UKL-UPL, ANDAIAIIN dan mendanat
rekomendasi dari BEPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl schesar
50 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1;2 (satu koma dua), KDH
paiing rendah 10 % {(sepulul persenj; .

gedung kesenian, gedung scrbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rckomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling

. tngg sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu

koma dua). KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

taman kota.dan tempat emakaman: umum diizinkan dengan - syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dori BKPED dengan Letentuan KDR paline tinam schesar

e

. 1 % {satu porsen), KLE paling tingg 0,02 (no! %oma nol dua), KDH

paling rendah 80 % {delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk
axtfivitas KTH,; dan 2

kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan jasa
ditzinkan dengan syaral melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1.4 {sam) koma smpat), KDH. paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
has persil. umlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

pemanfaatan vang tidak diperbolehkan meliputi :

1

2

2.

-
(9

T

kegiatan nada zona perdagangan dan jasa untul begiatan taman

hiburan dan bumi perkemahari;

. kegintnn padn zona perkontoran untuk kegiatan kantor provinsi,

kunior kabupaicn, kaoior kecossian, keoior keluaben, keolo
FULKES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor
kejaksaan dan pengadilan, kantor telekomunikasi, kantor kelistrikan; |

semua kegiatan pada zona industri; ' '

- kegatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan

pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara; :

kegiatan pada 2ona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
sempadan/penyangzs; S _
kcgiatan pada zona RTNH untuk keglatan taman bermain dan rekreasi;
semusa kegiatan pada zona peruntukan lainnys untuk kegiatan wisata
afum, wissia buslan dan wisals budays; dan :

&8



&.

scmua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

{5} Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona olah raga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

2. pemanfaatan diperholehlean /diizinkan berupa semua kegiatan pada sub
zong olah roga dengan ketentuan KDE paling tinggi sebesar 60 % {enam
puluh persen), KLB paling tingzl sebesar 1,2 (satu koma dual, KDH paling
vendiads 10 % (sepululi perscu) do luss pousil. .

b. pe
T

manfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi

. diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi

sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu

. koma enam), KDH paling rendah 19 % (sepuluh.persen) dari luas persil:

[ = Y

sermua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedang

- diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi

sehesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 [satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas perail;

- semua jenis kegiatan perumshan di sub zona kepadatan rendah

dileinkan secars erbatas dengan balasan keteniuan KDB puling tingy
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; : : :

kios, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangar dan jasa penunjang
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangeu lingkungan seldtarnya, dengan ketentuan KDB paling
tingel sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendsh 10 % {sepuluh persen) dari huae

I.H_-I.ﬂ-\.l.l v i

- bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak

mengganggu ingkungan sekitarnya, KDB paling tinggl sebesar 70 %
‘(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
pa’ing rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil:

kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen), KLB
paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KDH paling rendah 10 % {sepuluh
persen) dar luas persil ¢ ;

kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara terbatas dengan
Latbasan Udade wengpangeu fugkungan schilamya, dengan geieniuen
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma n:ll.}ﬂl, KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil;

- PAUD/play group, TK, SD/Sederajat, dan SMP/ Sederajat diizinkan

sccara terbatas dengan batasan tidak mengeanpsy  linglungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tingei sebesar 60 % [enam
puluh persen), KLB paling tingei 1,2 [satu dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil |
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puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
keschatan, praktek dokter, poliklinik, panti rehabilitasi narkoba, PMI,
toko obat dan apotik diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menganngae lingbungan sckitarmya, dengon ketentupn KDR poaling
tnggi sebeser 60 % (enam pulub persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
komu dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas pereil;
st hescuiu, Dol poricwusn, pusai ifunmess wisals, Fennn b
sosial dan lembaga kemasyarakalan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH puling rendah 10 % [sepuluh persen) dari
luas persil ;

masiid dan gercja diizrinkan secars terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnva, dengan ketentunn KDB paling
tingmi sebesar 60 % (enum puluh persenl, KLB peling tingsi 1,2 (salu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
taman lingkungan dan jolur hijou jalan diizinkan secarn terbatos
de.agan Laasan diperuniukan uniuk akiivitas RTH, dengan kelenluan
KDB paling tinggi sebesar 1 % fsatu persen), KLB paling tinggi 0,02 [nol
koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dari
luas persil; :

tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak meneganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tingm
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tingei 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
pertanian lshen basah, pertanian lahan kering, hortibultura, dan
pacang pongembalaan diidinkan sccara torbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

perubanan paiing tngei sub zona adaiah 25 % (dua puiuh lima persen).

¢. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan

1.

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan svarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BEPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 9% (tujuh
puluh persen). KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil:

SPBLI diizinlran dengan syarat melaksanskan penyusunan UKL-1PL
ANDALALIN dan mendapat relomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
pailig Uoges 1% {sabu ko ewgal), KDE paliog reodad 10 % (sepuiui
persen) dari fuas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untk seiuruh
perkotaan; '

pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKFRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 {satu koma cempat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dariluas persil, jumlahnya dibatasi
hanys | {satu) untuk setinp Sub BWP '
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tuman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengnn ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
poreen), KLR poling tinggi sebesar 1,4 {satu komn empat} dan KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas pers:l;
kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan
svarih  cloksanshan  pouyusuoan URL-UFL, ANDALALIN  dan
mendapat rekomendasi dari BRPRD dengan ketenman KDB paling
tingwi sebesar 60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (sam:
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dar luas persil;
SMA/Sedernjat, Perguruan Tinggmi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyvusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BEKPRD dengan ketentuan KDB paling tingei sebesar 60 % (enam
ouluh persen), KLE paling tingm 1,2 (satu komo due), KDH paling
rendoh 10 % (scpuluh porsen} dard luas persil jumlahnys dibatasi
honya 1 (satu) untuk setiap Sub BWE; _
teruingd ditginken dengsn svaral meliksanaken penyusunan URL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tnggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepulub
) dari luas persil, jumlahnva dibatasi hanya 1 (satu] untuk
sctap Sub BWP;
rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium keschatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
,,,,,,, penyosunan UKL-UPL, ANDATATIN  dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan. ketentuan KDB paling
tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
wuma dua), RDH paling rendan 10 % {sepuiub persenj dari juss persii,
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setap Sub BWEF;
gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan dizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen, KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
taman kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat
melakeanalkan nenyusunan URL-UPL, ANDATATIN dan mendapat
relkomendasi dori BKPRD dengan ketentuan KDB poling tinggl sebesar
1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol loma nel dua), KDH
padinng rendals 50 5o {delapen pululs persen) dan perunlukannya uniuk
akuvitas RTH; _ .
taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan

penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari

BKPRD; _
wisata buatan diizinkan deagan svarat melaksanakan penyusunan

UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekoniendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLE paling tings 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah
10 % (scpuluh perscn) dari luas persil; dan

L]

gyarat melslsansioan
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13. kegintun zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa

diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dad BKPRD dengan
ketentupn KDB peling tinggi sebeser 70 % (tujuh puluh persen), KLR
paling tinggi 1,1 {sotukoma empat), KDH paling rendah 10 % [s:puluh
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk
sebiup Sul BWT.

d. penmnfama.n yang tidak dinerbolehkan m:hpuh

.

6.

. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan;

semua kegiatan pada zona industri;

kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan
pada sub zona transportasi untuk kegiatan n-elahuhnn dan bandar
udara;

. kegioton pade zona RTH untuk  kegiatan hutan lkots  dan

sempadan/ penyangga;

semun, kegintu.n pada zona peruntukan lainnya untuk kegiotan wisata
alin dian wisain budeya; dan

sermnua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

(6] Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sosial budaya
sebapaimana dimaxsud pada ayat (1) huruf &, meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan di subzona
sosial budaya dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 60% (enam
puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua) dan KDH
paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil. |

b. pemanfaatan bersynrat secars terbatas bernpa kemiatan !

1.

2,

scmua jonis kegiatan porumahan di sub fona Kopadatan Hngg
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB pulmg hnggn
sebesar 50 % (depan pulun persen), KLB pu.lmg tngg sebesar 1,6
(satu koma enam), I{DH pﬂmg rendah 10 % (aepuluh persen) dan uas
rsil;
i:mun jenis kcgmtan perumahan di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2'(satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah
diizinkan sacara terbatag dengan hatacan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLE paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma delnpon), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persii;
kias, warung, toko, minimarket, jasa perdagangan dan jasa penunjang
pariwisata d.u.amkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen| dan luas
rsil ;
ll:;mu pe.rl-::ma.hnn diizinkan secara terbatas dengan hqtaszr.n ndak
mengpangry linglungan seldtarnye, KDB paling tingai sebesar 70 2
(tujuh puluh perscn), KLE paling ﬂngg'l 1,4 (satu kpma cmpat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;



6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor HI}DI'M kantor KORAMIL,
kantor telekomunilkasi dan knn.mr k:hal‘.nka.n diizinkan secara

terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDR naling tinggi sehegar 500 (ima puluh perzen),

I{LE paling tingg 1.0 {M"u kama noll, KDH paling rendal 10 %% ‘
{E'rll'puluh persen) dari Tuss permt
Hauin b pus,  keuio L!;l:ljl.m.,!,u r-.l:"\-l.uugd.u, i E.l-i:l,.l_l..i:_l_, B loe
konsuitan, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secars
© aerbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
. dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 {aatu koma dual, [{DI-I paling rendah 10
% [sepuluh p-:rar.:n] dari luas persil;
8. PAUD/play group, TK, SD/Sederajat. dan SMP/Sederajat diizinkan
secara  terbatas dengan batasan tdak mengganggu lingkungan
eclitarnyg, ‘dengan ketentuan KDB paling tinggd sehesar 60 % lenam
pulih persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu koms dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
puskesiius, puskesigs peribaniv, posyandu, baiai penpobaian, pos
kesehatan, praktek dokter, poliklinik, pant rehabilitasi narkoba, FMI,
toko obat dan apotik diizinkan secara terbatas dengan batasan.tidak
menggangeu lingkungan sekitamya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dar 11.1&5 persil;
10. lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengeanegenl lingkunegan selkdtamya, dengan ketentuan KDB FI.EI!I‘I'EE{
tingm' schesar 60 % [cnam puluh persen), KLB paling tings 1,2 {=atu
- koma dua), -KDH paling rendah 10 % (scpuluh perscn) dari haas persil;
11. wasjid dan gereja diizinkan sccara terbatas denpgan batasan tidak
mengegangsy lingkungan sekitarnya, dengan keieniuan RDB paiing
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
.12, taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinges 0,02
{noel koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen)
dari luas persil;
tempat narkir dan trotoar/ nedestrian diizinlan secara terbatas d:nga.-:

bnmsun tidak mengganggu lingkungan sckitarnys, KDB paling tinggt
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLE paling tingg 0.7 (nol koma

+ lujull, KO paliog reodal 10 5 {sepuiul persen) da luas persid,

4. pertanian Iphan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

15. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima
persen).

c. pcmanfaamn bersyarat ter{entu berupa kegiatan :
pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pelela_pnun ikan ditzinkan densan syarat melalkeanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mcndapat relromendasi das
BEKPRD dengan ketentuan KDE paling hnggn sebezar 70 % (tuju

=T

g

e
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puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; '

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN ‘dan ‘mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 %
[sepuluh persen) dan luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit
untuk seluruh perkotaan;

pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentusn KDB paling tinggi schesar 70 % (tniuh
puluh persen), RLB paling lingg 1,4 {salu koma empat), KDH paling
rendah 10 5 i=epiilith nersen) dari luas nersil, umlahnva dihatasi
Nadiya 1 {sailu) unius scliap Sub BWD,

taman hiburan dizinkan dengan syvarat melaksanakan penyusunan
UKL UPL. ANDALALIN dan mendapai rekomendasi dari DKPRD
dengan ketentuan KDB paling tnegi sebesar YO % itujuh puiub
porsen), KLB paling daggi scocsar 1,4 (sstu koma cmpat) dan KDH
paling rendah 10 % (scpuluh persen) dan Iuas persil; :
lsantor ksialsean pengedilen dan stusiun rodio diizinkan dengan
ayarar meiaksanakan penyusunan  URL-UFL, ANUALALIN  dan
mendapat rekomendas] dasl BKPRD dengan ketentuan KDB froling
tngei sebesur 00 % (enam puiuh persen), KLE paling tinggi 1,2 (satu
knma dus), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dar] lhias
|erai;

SMA /sederpjal,” Perguruan Tingei [Akademik, selplab, pendidikan
khusus, perpusidikssan  umum diizinkan  dengan Syarsl
melaksanakan peavusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
wkoniendasi Jai BEPRD  dengan  Rescutuan HDB paling  tuigsl
arbesar 60 % fenam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu koma
dual, KDH paling cendal 10 % [sepuluh’ persen} dan luas persil
jumlahnya dibatasi hanva 1 isam) untuk sctiap Sub BWE;

terminal diimnkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL. ANDALAL'N dan mendapat rekomendasi dari BEPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggl schesar 80 % {enam puluh persen), KLB
paling tingg 1,2 (satu koma dua), KI2H paling rendah 10 %% (sepuluh
sersen) dan luas cersil, jumiahnyo dibatasi hanya 1 {zatu) untuk
sediap Sub BWE;

rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumzh “sakit pawat danurar,
laboratorium kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
33'3-[-9[ mg[gkﬁﬂn.&kﬂn pl:.‘n}"li.'ls'l.ln&ﬂ UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari DKPRD dengan ketentuan KDB paling
tingei scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas
persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 |satu} untuk setap Sub BWF;
gedung olah raga dan stadion -olah raga diizinkan dengan syarat

¢ B laksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapal

rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tingg
sebesar 60 % (enam puluh persen}, KLB paling yinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen);



10.

11,

12,

13.

aman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rckomendasi dari BKFRD dengan ketentuan KDB paling tinpg
sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi -0,02 (nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan
peruntukannya untuk aktivitas RTH;
taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
Een}rusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
KPRy
wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tingei sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling
rendah 10.% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
dizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (situ koma empat), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP.

d. pemanfaatan yang tdak diperbolehkan meliputi :

1.
2.
3.
4.
5:

6.

kegiatan pads zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan;

semua kegiatan pada zona industri;

kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum [EFU], meliputi Kegiatan
pﬂdiiasuh zona trangportasi untuk kegiatan peia.buh&n dan bandar
u

kegiatan pada =zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
sempadan/ penyangga;

semua kegiatan pada zona peruntuken lainnya untuk kegiatan wisata
alam dan wisata budaya; dan

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

{7) Ketentuan kegiatan.dan penggunaan lahan pada sub zona peribadatan
sr:hagﬂ.lmﬂ.na. dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
a. pemanfaatan diperbolehkan/diznkan berupa semua kegiatan di sub

zona peribadatan dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 9%
fenam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dus)
dan KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil.
pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. semua jenis- kegiatan perumshan di subzona kepadatan tingg
diizinkan secara terbatas 'dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 80 W (depan puluh persen), KLB paling tinggi sehesar
1.6 [salu koma enamj, HDH paling rendah 10 % {sepuluh persen)

' dari luag p:rm!

2. semiua jenis kegatan p:,rumaha.n di subzona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatzs dengan batasan ketentuan KDB paling
tingmi schesar 60 % fenam puluh persen), KLB paling dnggi schesar
1,2 {zatu kpma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari
luas persil; ;



5.

10,

11.

- semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rendah

dizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar
0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil;

. kios, warung, toke, minimarket, jasa, perdapangan dan jasa

penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ;

kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu linglmngan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh
persen), KLB paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KDH pﬂlﬂ'lﬂ rendah
10 % (scpuluh persen) dari Juas persil ;

. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor p.ﬂrtm, kantor

konsultan, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), . KDH paling rendah
10 % (sepulun persen) dari luas persil;
PAUD/play group, TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen}, KLB paling tingg 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
kesehatan, praktek dokter, poliklinik, panti rehabilitasi narkoba,
PMI, toko obat dan apotik diimnkan secara terbatas dengan batasan
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB
paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu i-mma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ;
lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangeu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
rsil
ﬁngm kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lnmhﬂ.ga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas
dengan batasan:tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil ;
taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan "batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling
tinggi 0,02 (nol koma nol d KDH paling rendah 80 % (delapan
puluh persen) dari luas persil;

i T



12. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarmya, KDB
paling tinggi sebesar 70 % (tujub puluh persen), KLB paling tinggi
0,7 (nol koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh perscn) dari
luas persil; . _

13, pertanian lahan basah, pertanian lahan kéring, hortikultura, dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan

H.pr:ruha]han paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima
persen). .

. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan : ; ,

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-TJPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; :

2. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sehesar 70 % (tujuh puluh persen),
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 %
{sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit
untuk seluruh perkotaan; 3 '

3. pasar danh supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD ‘dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWF; : ;

4. kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB peling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas

5. SMA/sederajat; Perguruan ﬁnggifﬂkﬂﬂcplk. sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapaf
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepulub ?:mn] dari luas persil
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub-BWP,

6. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen],
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh pérsen) dari lyas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP;T:BB



i

10.

11.

12.

13.

rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesechatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syaral melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggl sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas
persil, juinlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);

gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan
diizinkan dengar. syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB- paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil; .
taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling ftingg
sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh .persen) dan
peruntukannya untuk aktivitas RTH; :

taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD; :

wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat pulluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil; dan .
kegiatan znna campuran yaitu perumahan dan perdaganganjasa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen),
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat], KDH pa]:.rlxg rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP. :

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

it
- 2.

- A
4.

kegiatan pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan . taman
hiburan dan bumi perkemahan; _ _ o
kegiatan pada zona perkantordan untuk kegiatan ~kantor provinst,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan;

semua kegiatan pada zona industri; o
kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi
Kegiatan pada sub zona transportasi untuk. kegiatan pelabuhan
dan bandar udara; i
ktﬂ;'.iatan . pada zona LETH untuk kegiatan hutan kota dan
sempadan / penyangea;

i 78



6. semua k tnnpadamnapcrunmkan lainnya untuk kegiatan
wisata alam dan wisata budaya; dan
7. semue kegiatan pada zona peruntukan khusus.

Pasal 53 .
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona industri
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3] hurul e berupa sub zona
industri kecil.
(2] Ketentuan kegiatan dan penggunsan lahan pada sub zona industri kecil
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan yang ada
di peruntukan khusus dengan ketentuan KDB paling tinggi 40% (empat
puluh persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling
rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :
l.semua jenis Kkegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi

diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDE paling tinggi
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6
{satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil;

2.semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

3.semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rendah

- dunznkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma delapan), KDH paling rendah’ 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; . :

4. kios, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan. ketentuan KDBE paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (sata
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas

ersil ; _ -

5. Eﬂntﬂ'r pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor

© konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta

diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu Imma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

6. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
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7.

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinzgi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
tingg 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ;

.lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak

mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggl sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dar luas
persil;

. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga

sosial dan lembaga kemasyarakatan, diizinkan secara terbatas d_engan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan

: :KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling

10,

12,

13.

14.

tinggi 1,2 {satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil;
masjid dan gercja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangey lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDE paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas
ruil;
E:man lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02
{nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen)
dari huas persil; !
tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan sccara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujull puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol
koma tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas
1 p ,
m lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan
pidang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH, dan ) ‘
perubahan paling tinggs sub zona adalah 25 % [dua puluh lima

persen).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
L.

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan
pusat peclelangan ikan dizinkan dengan  syarat m:ls}mﬂ:}ﬂknq
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paﬁnrﬂﬁilﬂlimm fl:na empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh pe persil;

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKFPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % l:tlujuh- puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), !ﬂJH paling r:ndah 10 % (sepuluh
persen) dasi luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk scluruh
perkotaan; J

¢ ao



pasar dan supermarket diirinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dar
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 70 % (tujuh
puluh persenj, KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWF;

stasiun radio diizinkan dengen syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPED
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari luas persil;

SMA/Sedernjat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, dan perpustakaan wumum  diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan merndapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar
60 % [enam puluh persen], KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil jumlahnya
dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWF;

terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
k=tentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 {satu) untuk
setiap Sub BWP,

rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesehatan dan rurmah sakit hewan diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN ' dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (saftu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil
jumlahnya dibatasi hanya 1 [satu) untuk sctinp Sub BWP;

gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),
KDY paling rendah 10 % (sepuluh persen);

pedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinken
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendari dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar
| % (satu persen), KLB paling tingg 0,02 (nol kema nol dua), KDH
paling rendahiB0 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya untuk
aktivitas RTH;



11. wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

12. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/insa
diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketffnman KDB paling tinpgi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk

; setiap Sub BWP.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi : -

1. kegiatan pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan taman
hiburan dan bumi perkemahan: ;

- 2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor
POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor
kejaksaan dan pengadilan, kantor telekomunikasi dan kantor

« kelistrikan; '

3. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan
F?{dﬂ sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara;

4. kegiatan pada zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan
sempadan/penyangga; '

5. kegiatan pada zona RTNH untuk kegiatan taman bermain dan rekreasi:

6. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata
alam; dan

7. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

Pasal 54 '
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3] huruf f, meliput:
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan yang ada di
. peruntukan khusus dengan ketentuan KDB paling tinggi 40% (empat puluh
persen), KLB 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen)
dari luas persil.
b. pemanfaatan bersyerat secara terbatas berupa kegiatan : ' :

1. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi diizinkan
secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi sebesar B0 %
(denan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

2. semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan sedang diizinkan
secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 680 %
(enam puluh persen), KLB paling tinggl sebesar 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10-% (sepuluh persen) dari luas persil;

3. semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rendah diizinkan
secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 %
(empat puluh persen), KLB paling tingm scbesar 0,8 (ngl koma delapan),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

}
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4, kios, warung, toko, minimarket, josa, perdagangan dan jasa penunjang
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 %
{tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,9 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

5. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMI, kantor
telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangeu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB
paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen), KLB paling tinggi 1,0 (satu
koma nol), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

6. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkar, secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarmya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ; y

7. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tingg’ 0,7 (nol koma tujuh),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

8, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan padang
pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan
ur:itul aktivitas RTH; dan

9, perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).

e. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan : :

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan pusat
pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UP'.,, ANDALALIN- dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling
tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil; '

2. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan' mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4
(satu koma empat); KDH" paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas
persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh, perkotaan;

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dan BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling
tinggi 1,4 (satu koma empat}, KDH paling rendah10 % (sepuluh persen) dari
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP; dan

4. kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 %
(enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas persil.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi : _

1. kegiatan pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan taman hiburan
dan bumi perkemahan; '

2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan tor provinsi, kantor
kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan . !
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semua kegiatan pada cona industri;

semua kegiatan pada zona sarana pelayanan umum;

semua kegiatan peda RTH:

kegiatan pada zona RTNH untuk kegiatan taman bermain dan rekreasi;
kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam, wisata

buatan dan wisata budaya;

m

. kegiatan pada zona peruntukan khusus untuk kegiatan TPST, BTS, IPAL

dan Gardu Induk; dan
9. semua kegiatan pada zona campuran.

Pasal 55

(1) Ketentuan keglatan dan penggunaan lahan pada zona pemnmkan lainmya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf g, meliputi :
a. sub zona pertanian lahan basah:
b. sub zona pertanian lahan kering;
¢. sub zona pertanian padang pengembalaan; dan
d. sub zona pariwisata.
(2] Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian lahan
basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan yang ada
di sub zona pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura
dan padang pengembalaan. -
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa I:egiat'an :-

a0

N A DR~

9.
10.

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
pt:rﬂnl'&atan yang tidak diperbolehkan, meliputi

semua kegiatan pada zona perumahan;

semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa;
semua kegiatan pada zona perkantoran;

semua kegiatan pada zona industri;

semug kegiatan pada zona sarana pelayanan umum;
semua kegiatan pada zona RTH;

sc nua kegiatan pada zona RTNH;

kegiatan pada zona pemnrukan lamnya utuk kegiatan wisata alam,
wisata buatan dan wisata

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan
semua kegiatan pada ZOTA CAMPUran.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian lahan
kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan pertanian lahan
basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan padang pengembalaan.
b. p-:manl’antan bcrﬂjfﬂ.mtmﬂrﬂl:rkﬂtﬂﬂhmrupakﬂgmt&n_ i
1. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi

diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi

. ubcwﬂﬂ%[dtp&npuluhpcmn],lﬂ.ﬂpﬂmgtngmsehemlﬁ[ﬂtu

koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

. s¢emua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan sedang

diiziiikan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 |
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) deri luas persil;



- Semua jenis xegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah

diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
kﬂl‘ﬂ; delapan), KDH paling rendahl0 % (sepuluh persen) dari luas
persi;

- kdos, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa penunjang

panwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar
70% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1 4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan’ tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 %
(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarmya, dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen), KLB
paling tinggi 1,0 (satu koma ncl), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dan luas persil ;

. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,

kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengpanppu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
{sepuluh persen) dari luas persil ;

. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan

secara  terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
pulubh persen), KLE paling tingei 1,2 (satu koma dua), KDH paling

- rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

10.

11.

. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos

kesehatan, praktek dolter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengen
batasan tidak menggangpu lngkungan sekiturmya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % [enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ; i

lapangan olah raga diimnkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggn lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi

" 1,2 [satu a dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan

luas persil;|



12.

13,

14.

masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
METEEANEEL sckitarmya, dengan ketentuan KDEB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen], KLB paling tinggi 1.2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas persil ;
taraan lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLE paling tinggi 0,02 {nol
koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dari
luas persil;

tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

15, perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).
. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1.

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan

. pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan

2.

.

4.,

penyusunan, UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dan
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma e.mpatj KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dan luas persil;

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanﬂkan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendzpat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan
luas persil, jumlainya dibatasi 3 {Hga) unit untuk seluruh perkotaan;
pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah10
% [sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWF;

kantor kejaksaan dan pengadilan serta stasiun radio diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan

" mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB - paling

B

B.

tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu

‘ koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh peérsen) dari luas persil;

semua jenis -kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
70 % [tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,
SMA/sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) i luas persil jumlahnya dibatasi hanya 1:(satu)
untuk setiap Sub BWP; s



7. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

8. rumah saldt, rumah' salkit bersalin, rumah sakit gawat dararat,
laboratorium keschatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,
jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

9. gedung olah rega dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar
60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen);

10. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan

* mendapat rekomendssi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
. tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

11. hutan kota, taman kota dan Tempat Pemakaman Umum dizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan

“mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan . puluh persen) dan
peruntukannya untuk akbvitas RTH;

12. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat meclaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari

- BEKPRD;

13. wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanalan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat pulub persen), KLB
paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

14. BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dan BEPRD juga
mendapatkan persetujuan selurub warga pada area radius tinggl
menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, seria
persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak operator
derigan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan
lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupaty dan

15. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan /jasa
diizinkan dengan cyarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan kfet:npmn
KDB paling tingei sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tmggi
1,4 {satu koma empat], KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
Juas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 [sat_u]Lunmk setiap Sub BWP,

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliput :

ay



1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, kantor
kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan:

2. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan
pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara;

3. k:g;atan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam dan
~wisata budaya; dan

4. kegiatan pada zona peruntukan khusus untuk kegiatan pertahanan dan
keamanan, TPST, IPAL dan gardu induk.

i4) Keterituan L:egmtan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanlfm padang
pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi :

a. pemanfaatan  diperbolehkan/diizinkan  berupa  kegiatan  padang
pengembalaan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan
hortikultura.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1. semua jeniz kegiatan perumahan di sub zona kepadatan nggl

- diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi scbesar 1,6 (satu
koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

2. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil,

3. semua jenis kegiatan pl:rl..lmahﬂn di sub zona kepadatan rendah
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma dclapﬁn} KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
p::rsﬂ

4. kics, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa penunjang
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70
% [tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

5. bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan - tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 %
{tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), XDH

. paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, Kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan

" ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen), KLB
paling tinggi-1,0 (satu koma nol), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

7. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor!swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 1,2 (satu ko dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) -:;an luas persil ;



8. PAUD/Play Group, TK, SD/Sedersjat dan SMP/Sederajat diizinkan
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secara terbatas dengan bawmsan tidak mengeganggu lingkungan
sekitarmyva, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tnggi 1,2 (sam koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
keschatan, praktek dokter, prakick bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, tko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
batasan tdak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tingsi sebesar 60 % [enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari
luas persil ;

Japﬂﬂgﬂﬂﬂlah_ﬁgndiiﬁnkmmmﬂhat&sdmganbamﬂanﬁdak

menggangzu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tin zgi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

11. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga

sosinl dan lembasa lismasyvarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (sama koma dua), KDH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dan
luas persil:

ll.maﬁddmgmjadﬁﬁnhnmrﬂmrhamdmganhamnﬁdak

engganggu lingkungan sckitarnya, dengan ketentuan KDE paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingei 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % [Eﬂplﬂuh_ﬁrsen] dari luas persil ;

13. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diirinkan secara terbatas

dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 1 % [satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol
koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dari
luas persil;

14. tempat parkir dan trotoar/ pedestrian diizinkan secara terbatas dengan

batasan tidak menggarggu lingkungan sekitqmya. KDB paling tingg
esbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

15. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen).
c. pemanfaatan bersyaral tertentu berupa kegiatan :

1.

pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan  barang dagangan, dan
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat me . .
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 70 % (tujuh puhuh
persen), KLEB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10
8% (sepuluh persen) dari luas persil;

" SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL,

mﬂmmmmmﬁﬂmndmm#un@
Eﬂmlm;ﬁnmmtmr?n%tuﬁtrhplmhpﬂsm].ﬂﬂpﬂmgnnm
1,4 (satu koma empat], ﬂJHpﬂﬁngrmdahlﬂ%[mp-ﬂhﬂipﬂﬁtn]T

luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan



3. pasar dan ‘supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
peayusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 [satu)

© untuk setiap Sub BWP;

4. kantor kejaksaan dan pengadilan serta stasiun radio diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggl sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

5. semua jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
70 % (tujuh-puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

6. SMA/sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat reckomendasi dar
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % [enam puluh
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya | (satu]
untuk setiap Sub BWP;

7. terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persenj dari
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

8, rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
. laboratorium kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
 gyarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
' mendapat rckomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB' paling

tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
" koma dua), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas persil
. jumlahnya dibatasi hanya 1 {satu} untuk setiap Sub BWP;

9. pedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekamendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen); B

10. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ke’entuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

11. hutan kota, taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan kcltmtua.n KDB paling
tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 %L {delapan puluh _persen) dan
penml:uknnn}ra untuk aktivitas RTH;
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12,

13.

14,

15.

taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
Eic[}:}rquﬁmn UKL-UFPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketgntuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB
paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

BTS diizinkan dengan syarat penyusunan melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari BKPRD juga
mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi
menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara Asli, serta
persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak operator
dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan
lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati; dan

kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa

- diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
- ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan

KDB paling tingm scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi

‘1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepiluh persen) dari

luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP,

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan ' kantor provinsi, kantor

kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahen;

2. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan

pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar

_udara;’
3. kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam dan

wizsata budaya; dan !

4. kegiatan pada zona peruntukan khusus untuk kegiatan pertahanan dan

keamanan, TPST, IPAL dan gardu induk.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi ;

a. pemanfaatan diptrbnlchk&.nfdiiﬁnkﬂn berupa wisata alam, wisata buatan
dan wisata budaya dengan ketentuan kegiatan KDB paling tinggi sebesar
40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma
delapan) dan KDH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

L.

seria jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu
koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rendah
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tingg;
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol
koma (delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas

- persil;
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king, warung, toko, mini market, jasa, perdagangan dan jasa penunjang
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu

- lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70

10.

11.

12,

% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendali 10 % (sepuluh persen) aari luas persil ; '

bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
menggangeu lingkungan seldtarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 %

(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH

paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

kantor POLRES: kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan
ketentuan KOB paling tinggi scbesar 50 % (lima puluh persen), KLB
paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persi ; :

kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan,
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen],
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil;

PAUD/Play Group, TK, SD/Sedersjat dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tingg sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos
keschatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
hatasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari

luas persil ; o :
lapangan olah raga diizinkan sccara terbatas dengan batasan tidak

mengeanggy: lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
balai pertemuan, pusat informasi ms:nta, I?imbaga
sosial dan leinbaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), Hlﬂpahnghdnﬁ
1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)

luas il; : ;
manjman gereja diiginkan secara terbatas dengan batasan u@ak
mengganggu lingkungan sckitamya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60, % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {551
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
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13. taman lingkungan, jalur hijau jalan dan sempadan/penyangga
diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas
RTH, dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar 1 % (satu persen),
KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah B0 %
(elapan puluh persen) dari luns persil;

14, tempat parkir dan trotoar/ pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
scbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

15. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan
padang pengzembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
dij eruntukan untuk aktivitas RTH; dan

16. perubahan. paling tinggi sub zona &dala.l‘l 25 % (dua puluh lima Pﬂmﬂ}

c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan pusat
pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi secbesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari luas persil;

2, 8PBU dizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 {satu koma empat), KDH paling rendah 10 % ([sepuluh persen) dari
luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 70 % {tujub puluh
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10
% (sepuluh persen) dari‘luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu)
untuk setiap Sub BWP;

4. kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi da:i BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60
% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH
paling rendah 10 % (sepulub persen) dan luas persil;

5. semua jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70
% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

6. SMA/sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
peayusunan UKL-UPL, ANDALALIN da.n mﬂndapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dl.lﬂ.]-. KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) .dari ]u&u persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 ([satu)
untuk setiap Sub BWP;
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tl"r“ﬂ“"l |IIITI|'|II.|:IH II.I"IH_IH_I‘” |'|'I|.l“|'||l ||“'||nh_ﬂ“”"h"“ i h i
ANDALALIN dan mondapnt rekomondasi dard JIHI{HF;?:;:::::;I: I:ilfrl-n:}lllnlu
WY poalling Ul sebemar o0 4 rnam pulub persen), KL I”'”“Ill el
L (b o dung, KDUE pallig rendal 10 % (sopulub peraen) darl luns
e, Jomdhyn dilbwtasl Diinaya | (mintun) untule setlep Bub Bwe

Beovimabl wokbt, rumah sakit bormalln, ramab sakll wawnl  dararnt,
laboratorium keselutan don cumaly snkdt hewan dilglnkan dengan wyarat
i'll'l"llllliﬂllllllllill."l penyuniian - UKL-UPL, ANDALALIN  duan [n“;"h.l“.q
rebomendanl dorl BKPRD dengun ketentuan KDO paling tnggl sebesar 60
Y fenmm puluh permen), KL paling tngel 1,2 (satu komo dua), KDH
pallng rendub 10 % (mepuiluh persen) dorl luas persl], jJumlnhinys dibntosi
humya | (matu) untuk setlap Sub BWIP;

9, pedung ol rage dan siadion olah rgn dilzinkan dengan synrit
welulmonnkan  penyusunan  UKL-UPL, ANDALALIN don  mendapat
relawmendosl dorl BEPRD dengun ketentuan KDB paling tnggl sebesor 60
S lennm puluh persen), KLD paling tnggl 1,2 (sotu koma dun), KDH
pading rendah 10 % (nepulul persen);

I, gedung keseninn, pedung serbagunn dan gedung pertemunn diizinkan
dengon syarat melaksonnkon penyusunon UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendopot rekomendanl dorl BKPRD dengan ketentunn KDB pallng tinggl
sobenar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu komn
tlun), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dori luns perail;

L1, hutan kota, temon kot dan Tempal Pemakoman Umum diizinkan
dengnn saynrnt melnksanokon penyusunun UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendonpot rekomendanl dari BKPRD dengan ketentunn KDB paling tinggi
sebesnr 1 % (satu persen), KLB paling tinggl 0,02 (nol koma nol dua),
WDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan peruntukannya
untuk alktivitas RTH;

12, tnman bermonin dan rekrens] diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendopat rekomendasi dari
BEPRD; dnn

13, hegintnn zona compuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa
diizinknn dengon  syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL,
ANDALALIN dan imendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi
1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) duri
luas porsil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

d. pemanfantan yang tidak diperbolehkan melipud : o

l. kegintan padn zona perkantordn untuk kegiatan kantor provinsi, kantor
knbupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahar; .

2. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kngm;nn
pﬂﬂﬂ sub zono I.I'ﬂﬂﬂpﬂ'ﬂﬂ!i unruk kﬂﬂiﬂmn F’Elﬂhmﬂ dan bandar
udara; '

3, kegiatan pada zona RTH untuk kegiatan sempadan/penyangga; dan

4, semun kegiatan pada zona peruntukan khusus.

Pasal B6 ;
tukan campuran

1} Ketentuan kegiatan dan penggunan lahan pada zona perun

= u:bﬂ:;nir'mnn dimaksud dalam P 45 ayat (3) huruf h, berupa sub zona

perumahan dan perdagangan//jasa.



(2] Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan dan
perdagangan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan di zona
campuran berupa kegiatan perumahan dan perdagangan/jasa dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat) dan KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas il. :

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan :

1.

semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6
{satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil;

semua jenis kegiatan perumahan .di sub zona kepadatan sedang
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggl

" “sebesar 60 % [enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu
- koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

semua jenis kepiatan perumahan di subzona kepadatan rendah
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,5 (nol
koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil; k

kios, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu
koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas
persil ; . 4

bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 %
{tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat], KDH
paling rendah 10 % (sepuluh persen| dari luas persil; ;
kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL,

' kantor telékomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara

terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarmya,
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen),
KLB paling tinggi 1,0 (satu kema nol), KDH paling rendah 10 %
(sepuluh persen) dari luas persil ; :

kantor pos, kantor lembaga keuangan, Lkantor partai, kantor
konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta
diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak ‘mengganggu
lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu kema dua,
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ; _
PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan
secara terbatas' dengan batasan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (saftu ktma dua), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ;
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10,

11,

12.
' tnggi sehesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu

13.

14,

15.

16,

puskcsmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos

_kesehatan, praktek dolkter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi

narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggu linglkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 {satw koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil ;

lapangan olah rapa diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekdtarnya, dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat infcrinasi wisata, lembaga
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak menggangeu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen)
dari luas persil, . '

masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak
mengganggu lingkungan sekitarmya, dengan ketentuan KDE paling

koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;
taman lingkungan, dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan
KDBE paling tinggi scbesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02
nel koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen)
dari luas persil; ; d
tempat parkir dan trotoar/ pedestrian diizinkan secara terbatas dengan
batasan tidak mengganggy lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan
padang pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan ¢

perubahan paling tinggli sub zona adalah 25 % ([dua puluh lima

persen).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :

1.

pertokoan, ruke, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dun
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL,
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi. dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dagi luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh
perkotaan; : .




3.

pasar dan supermarket dizinkan dengan syarat melaksenakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu} untuk setiap Sub BWP, i
kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan
syvarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
riendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tingei sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas persil;
semua jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggm sebesar
70 % {tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat),
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; :
SMA/ sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah pendidikan
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKFRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling
rendah 10.% (sepuluh persen} dari luas persil, jumlahnya dibatasi
hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh
persen) dari uas persil, jumlahnys dibatasi hanya 1 (satu) untuk
setiap Sub BWF,

rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat,
laboratorium kesehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UFL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu
koma dua), KDH paling rendah10 % (sepuluh persen) dari luas persil,
jumlahnya dibatasi hanya 1 [satu) untuk setiap Sub BWP,

gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkan dengan syarat
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggl sebesar
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua),

' ‘KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);

¢,

gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat reknmendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tingg 1,2 (sa
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil

L

L]

a7



11.

12,

13.

hutan kota, taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan
mendapat rekomendasi dari BEPRD dengan ketentuan KDB paling
tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 {nol koma nol
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan
peruntukannya untuk aktivitas RTH;

taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari
BKPRD; dan

wizata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling rendah
10 % (sepuluh persen) dari luas persil.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

1.

2

kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi,
kantor kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan;

kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum {SPU), meliputi Kegiatan
p;da subzona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar
udara;

. kegiatan pada 2ona Ruang Terbuka HIj&u untuk  kegiatan

sempadan/ penyangga; -

kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam;
dan

semua kegiatan pada zona peruntukan khusus.

Paragraf 3
Retentuan Tata Bangunan

Pasal 57

(1) Ketentuan tata hangunan sebagaimana dimaksud dﬂ_am Pasal 43 huruf c
meliputi:
a. paris sempadan bangunan;
b. ketinggian bangunan; dan
c. jarak bebas antar bangunan.

(2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. jalan kolektor primer meliputi :

1.

2.

zona perumahan ditentukan paling rendah 10 (sepuluh) meter untulk
semua kegiatan yang ada di zona perumahan.

zona perdagangan dan jasa ditentukan 10 (sepuluh) meter untuk
semua kegiatan di zona perdagangan dan jasa kecuali pada sub zona
perdagangan dan jasa tunggal berupa paaar ditentukan 15 (lima belas)
meter.

. zona perkantoran ditentukan 10 (sepuluh) meter untuk semua kegiatan

vaig ada di zona perkantoran kecuali pada sub zona perkantoran
pemerintah berupa kantor bupati ditentukan 15 (lima belas) meter.
zona industn berupa sub zona industn kecil ditentukan 15 (lima belas)
meter untuk semua kegiatan yang ada dijsub zona industri kecil.

ZOna sarana pelayanan umum, n:ltlipuﬂ!il
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semisa kegiatan vang ada di =ona perumahan

zona perdagangan dan jasa ditenmukan § jdelspan) meter uniuk semua
kegiatan mmrap:da.gangandmmm.a_mﬂst_‘*tﬁ;
perdegangan dan jasa tunggal berups pasar ditsnmuican 13 (Tms belasd
meter.

zona perkantoran ditenmukan 8 [delspan) meter untk semua kefatan
vang ada di sona periantoran kecuali pada sub sona pericantoran
pemerintah berupa kantor bupat ditentulan 15 (ima belas) mewr.
rona industn berupa sub mna indusm keci] ditentukan 15 (Gma belas)

- meter untuk semua kegatan vang ada di sub sona industn kel

. zona sarana pelayanan umum, meliputi :

a. sub zona pendidikan ditentukan 8§ (delapan) meter untuk scoua
kegiatan yang ada di sub zona pendidikan kecuali pada kegiatan
Perguruan Tingg/Akademi/Sekolah Tingm ditentuian 15 (hma
belas) meter.

b. sub zona transportasi ditentukan 8 (delapan) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona transportas.

c. sub rona kesehatan ditentukan 8 (delapan) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona keschatan kecuali pada kegiatan
Rumah Sakit ditentukan 15 (lima belas) meter.

d. sub zona olah raga ditentukan 8 [delapan) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona olah raga.

e. sub zona sosial budaya ditentukan 8 (delapan) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona sosial budaya.

f. sub zona peribadatan ditentukan § (delapan] meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona penbadatan.

zona peruntulkan lainaya ditentukan paling rendah 8)(delapan) meter

untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan I.amn}'ll.

b
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8.

- zona peruntukan khusus ditentukan paling rendah 8 (delapan) meter

untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan khusus.
zona peruntukan campuran ditentukan paling rendah 8 (delapan)
meter untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan campuran.

c. jalan lokal primer :

1.

2.

3.

7.

8.

zona perumahan ditentukan paling rendah 7 (tujuh) meter untuk
semua kegiatan yvang ada di zona perumahan.

zona perdagangan dan jasa ditentikan 7 (tujih) meter intuk semua
kegiatan di zona perdagangan dan jasa kecuali pada sub zona
perdagangan dan jasa tunggal berupa pasar ditentukan 15 (lima belas)
meter, ;

zana perkantoran ditentukan; 7 (tujuh) meter untuk semua kegiatan
yvang ada di zona perkantoran kecuali pada sub zona perkantoran
pemerintah berupa kantor bupat ditentukan 15 (lima belas) meter.

. zona industri berupa sub zona industri kecil ditentukan 15 (lima belas)

meter untuk semua kegiatan yang ada di sub zona industri kecil.

. zona sarana pelayanan umum, meliputi ; ¢
2. sub zona pendidikan ditentukan 7 (tujuh) meter untuk semua

kegiatan yang ada di sub zona pendidikan kecuali pada kegiatan
Pergurvan Tinggi / Akademi / Sekolah Tinggi ditentukan 15 (lima
belas) meter, :

b. sub zona transportasi ditentukan 7 (tujuh) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona transportasi.

c. sub zona kesehatan ditentukan 7 [tajuh) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona kesehatan kecuali pada kegiatan
rumah sakit ditentukan 15 (lima belas) meter. :

d. sub zona olah raga ditentukan 7 (tujuh) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona olah raga. [

e. sub zona sosial budaya ditentukan 7 (tujuh) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona sosial budaya.

f. sub zona peribadatan ditentukan 7 (tujuh) meter untuk semua
kegiatan vang ada di sub zona peribadatan. .

zona peruntukan lainnya ditentukan paling rendah 7 (tujuh) meter

untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan lainnya.

zona peruntukan khusus ditentukan paling rendah 7 (tujuh) meter

untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan khusus.

zona peruntulan campuran ditentukan paling rendah 7 (tujuh) meter

untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan campuran.

d. jalan lingkungan :

L.

2.

zona perumahan‘ditentukan paling rendah 5 (lima) meter untuk semua
Kegiatan yang ada di zona peruimahan,

zona perdagangan dan jasa ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kegiatan di zona perdagangan dan jasa kecuali pada sub zona
perdagangan dan jasa tunggal berupa pasar ditentukan 15 (lima belas)
meter.

zona perkantoran ditentukan 5 (lima) meter untuk semua kegiatan

- yang ada di zona perkantoran kecuali pada sub zona perkantoran

pemerintah berupa kantor bupati ditentukan 15 (lima belas) meter.

. zona industri berupa sub zona industri kecil ditentukan 15 (lima belas)

meter untuk semua kegiatan yang ada di,sub zona industri kecil.

. 20na sarana pelayanan umum, meliput ;
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a. sub zona pendidikan ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona pendidikan kecuali pada kegiatan
Perguruan Tinggi/ Akademi/ Sekolah Tinggi ditentukan 15 (lima
belas) meter,

b. sub zona transportasi ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kepiatan yang ada di sub zona transportasi.

c. sub zona kesehatan ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona keschatan kecuali pada kegiatan
rumah sakit ditentukan 15 {lima belas) meter.

d. sub zona clah raga ditentukan 5 (lima) meter untuk semua kepiatan
yang ada di sub zona olah raga.

e. sub zona sosial budaya ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona sosial budaya.

f. sub zona peribadatan ditentukan 5 (lima) meter untuk semua
kegiatan yang ada di sub zona peribadatan.

6. zona peruntukan lainnya ditentukan paling rendah 5 (lima) meter
untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan lainnya |

7. zona peruntukan khusus ditentukan paling rendah 5 (lima) meter
untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan khusus.

B. zons peruntukan campuran ditentukan paling rendah 5 (lima) meter
untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan campuran,

{#) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

.

b.

.

£
h.

zona perumahan dengan ketentuan tnggl bangunan paling tinggi adalah
4-8 atau sctara dengan 1-2 lantai;

zona perdaganpan dan jasa dengan ketentuan tnggl bangunan paling
tinggi adalah 4-12 atau setara dengan 1-3 lantai;

zona perkantoran dengan ketentuan tinggi bangunan paling tinggi adalah
4-12 atau setara dengan 1-3 lantai;

. zoma industri dengan ketentuan tinggl bangunan puhng tinggi adalah 4-12

atau setara dengan 1-3 lantai;

. zona sarana pelayanan umum, meliputi :

1. sub zona pendidikan dengan ketentuan tinggi bangunan paling tinggi
adalah 4-12 atau setara dengan 1-3 lantai;

2. sub zona transportasi dengan ketentuan tinggi bangunan paling tinggi
adalah 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai;

3. sub zona kesehatan dengan ketentuan tinpgi hnngunam paling tinggi
.adalah 4-12 atau setara dengan 1-3 lantai; .

4. sub zona olah raga dengan ketentuan tinggi hﬂ]]gunﬂ_n paling tinggi
‘adalah 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai;

5. sub zona sosial budaya dengan Itttl:nm.ﬂ.n tinggi bangunan paling tinggi
adalab 4-12 afai: setara déngan 1-3 lantai; dan |

6. sub zona peribadatan dengan ketentuan tinggi bangmmn paling t::nggl
adalah 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai.

zona peruntukan lainnya dengan ketentuan tinggi I:l.a.ng:una.n paling tinggi

adalah 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai.

mmpenmhxk&ukhususdcnganketenhmnhnggb&ngump&hnghnggt

adalah 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai.

zona peruntukan campuran dengan ketentuan ungi banpunan paling

tinggi adalah 4-12 atau setara dengan 1-3 lantai.

(4) Jarak bebas antar jbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
denpan ketentuan :
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A amk antam wasa Dok Dangunan umum satn lantai vang satu dengan

B dakant st bapding pabing reoddah adalah 2 weter

=OAP Dangunan umiem hanss nsemgavan jamk masa) ok hangunan

Jengan bangunan & selatanna paling sadikat o jenamy) weter dan paling

=it 2 el rweter dengan Datas Laphing: Jdan

o persartan sambk batas bangunan gedung atan hagian bangunan podang

g arbangun dibawah permukaan tanah hams wempertimbangkan
batas-batas bokas, beamanan, dan Sdak mengse nasu g utilitas kota,
=erta pelaksanaan pembangunaninys.
Pargral 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Paszal 38

(1) Netentuan  peasamna Jdan  samna paling rendah  sebagaimana  dimaksixd
dalam Pasal 43 hurad d melipati:

A tasabitas untuk peialan kaki dan penvandang cacat;

o fasbitas paciar wmum G hoar roang milik jalan;

. BTN

Jd. utilitas perkotaan; dan

: . prasamna hinghungan,

(=1 Retentuan fasalitaz untuk pejalan kaki dan perpmndang cacat selbawgmimana
dimaksud pada ayat (1) hurufa, hares dilengkapi paling sedikit:

A ramba lalu lodas vang diben tandactenda khusus: untuk penvandang

vkt

s b palan vang diben tanda-tanda khuaua untuk peryandang cacat;

e alat pemben igvarat lalu lintas vang diberi tanda-tanda kKhuaus untuk

pemvandang cacat: dan/atau

d. alat pencrangan jalan.,

(3 Ketentuan fazilitns parkie umum di luar maang milik Jalan sebagaimana
dimak=ud pada ayat (1) huraf b, dapat berupa tmman parkir dan/atan
pedung parkir, haraa dilenglap paling =sedikit :

@, pemyediaan tempat parkir sesual dengan standar teknis yang ditentukan,
meliputi :

. kebutuban ruang parkir;

. persvarmtan satuan roang parkir,

komposizi peruntukan;

alimpyrmen:

keminngan;

ketersediaan fasilitas pejalan kaki;

alat penerangan;

8. sirkulasi kendaman;

3, familitns pemandam kebalkamn;
10, fasilitas pengaman; dan

11. fasilitas keselamatan.

b. melengkapi fasilitaz parkir paling sedikit berupa mmbu marka dan medin
informast tarif, wakiu, ketersediann raang parkir, dan informast fasilivas
parkir khusus,

(4) Ketentuan RTNH scebagnimana dimakaud pada ayat (1) hural ¢, meliputi:

a. lapangan olah mga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket,

lapanggn volly, lapangan tenis dikembangkan sesuni standar pelayanan
umum;

e

NP U

]




(3)

()

d,

[

lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di
perkantoran, lapangan olah raga dan perdagangan dan jasa yang
dikembangkan secara menyatu dengan RTH;

tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olah
raga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;

RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai
jaringan pergerakan; dan

PTNH pembatas antara lain beriipa, jalan inspeksi sepanjang jaringan
irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.

Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4,
meliputi:

a.

bangunan dan jaringan utlitas, iklan dan media informasi, bangun

bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalen harus memenuhi

ketentuan schagai berikout :

1. tdak mengganggu keamanan dan keselamatan pt:rlggu-ﬂﬂ jalan;

2. tidak mengeanggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi

 pengrmudi;

3. tidak mengganggn ftmgm dan kontruksi jalan serta bangunan
pelengkapnya;

4., tidak mengganggu dan menguru.ng: fungsi rambu-rambu dan sarana
pengatur lalu lintas lainnya; dan

5. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

b. bangunan dan jarngan utilitas pada jaringan utilias perkotaan pada

C.

jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan didalam

ruang manfaat jalan dengan ketentuan !

1. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu
jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1({satu) meter di tepi luar

"bahu jalan atau trotoar;

2. da'am hal bdak terdapat nmng di luar bahu jalan, trotoar, atau jalar
lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. |

bangungan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan diluar kawasan

perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

d. bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan

e,

L.

tanpa membahayakan kontruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan
keselamatan pengguna jalan; .
dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar kontruksi
jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling
rendah 1 {-s.atuj meter dari tepi paling luar strukiur jembatan tanpa
mengurangi ruang bebas;

hangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada
ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
dan

. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang
ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat

pETmanen.
Ketentuan prasarana hnglm.ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafl
e, meliputi:

d.

memiliki kemudahan akm:a yvang dapat dilewati pema kebakaran dan
perlindungan sipil, lebar jalan paling rendah 3,5 meter;
i
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b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya
(organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak
berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestk sebelum dialirkan ke
bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan

d. setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di
bagian depan kapling dan berjarak paling rendah 10 meter dari sumber air
tanah, sedangkan apartemen, permiikiman kepadatan tinggi yang tidak
memungkinkan membuat bak septk individual diperkenankan
menggunakan bak septik komunal.

: Paragraf 5.
Hetentnan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, terdini
atas : ;
a. ketentuaa perizinan; dan
b. insentif dan,/ atau disinsentif.

Pasal 60 '

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 hu:n:l.f a,
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian @An
pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi. .

(2) Pemberian izin pemanfastan ruang dilakukan menurut prosedur sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang
herwenang. : ] .

(3) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di BWP Waingapu,
terdiri atas : ' _

a. irin lokasi;
b. izin perubahan penggunaan tanah; dan
c. izin mendirikan bangunan. . A
4] Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemaniaatan

ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesvai denpgan rencana tata
ruang. . . | . _

{5) Mekanisme perizinan se imana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

" Pasal 61
(1) Insentif diberikan gpabila pemanfaatan ruang aesum dengan ketentuan
Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2] Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam bentul @
a. kemudahan perizinan
b. keringanan pajak; _
c. penyediaan pelayanan umum oleh p-r:mcnnmh;
d. pengadaan infrastruktur oleh p:mn‘lntnl't', dan .

e. penghargaan. _
(3) Disinsentil dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Perataran Daerah ini. _ .
(4] Disinsentf yang dikenakan masgyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), yaitu dalam benfuk :
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a. peningkatan pajak
b. pencs butan izin
c. pembatasan penyvediaan infrastruktur; dan
d. penalti. .
[5) Ketenman lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentil
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Hetiga
Materi Pilihan
Pasal 62

Materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] hurul b, ynitu

berupa ketentuan tambahan, meliput :

a. pada kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi zona campuran, make bila
terdapat perubahan fungsi zona akan mengikuti zona yang dominan;

b. kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan tidak merusak lingkungan baik
yvang sudah ada dan akan direncanakan di zona perlindungan setempat
khususnys sub zona sempadan pantsi pembangunannyn dibatasi dengan
jarak bangunan 20 (dua puluh) meter dari pasang tertinggi;

c. kegiatan bersifat pelayanan lingkungan yang luasnya melebibi ambang batas
KDB vyang ditentukan dan tidak cukup menempati sebagian suatu
peruntukan [kegiatan (seperti kegiatan perumahan yang mempunyai kegiatan
tambahan fasilitas keschatan/pendidikan pra sckolah/balai pertemuan)
hanya diperkenankan :untuk menempati zona peruntukan lainnyn yang
sudah ditentukan; dan

d. setinp fungsi atau kegiatan memilild persyaratan pengaturan bangunan dan
lingkungan sesuai peruntukannnya.

BAB VIIL
HAK DAN HEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

. Pasal 63

Dalam kegintan mewujudkan RDTR BWP Waingapu, masyarakat berhak :

a. mengetahui RDTR BWP Waingapu; N

b. menikmatl pertambahan nilai ruang sebagei akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas lkerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang seguai dengan RDTR BWP
Waingapu;

4. méngajikan Keberatan kKepada pejabat berweénang térhadap pembangiinan

yang tidak sesuai RDTR BWP Waingapu, s

_mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang

tidak sesuni dengan RDTR BWP Waingapu kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajultan gugatan gant kerugian kepada Pemerintah Dacrah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pem yang tidak sesuai dengan RDTR
BWP Waingapu mrgimhu[imn kerua ,




Bagian Kedua
‘ Hewajiban Masyarakat
. . Pasal 64
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau korporasi :
a. menaati RDTR BWP Waingapu yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang '
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan
d. memberikan akses tethadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perindang-indangan dinyatakan sebagai milik Umiim.

Pasal 65 ;

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam RDTR BWP Waingapu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang

~ yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2} Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang gserasi,
selaras, dan scimbarig,

1 BAB X
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 66 ;
Peran masyarakat delam penataan ruang di daerah dilakukan antara lai
melalui : :
a. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. |

Pasal 67 ;

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hurufl a dalam

pemanfaatan ruang dapat berupa :

2. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang; . :

¢. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR
BWP Waingapu yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber - daya
alam; dan [ atau | '

f. kegiatan investasi dalam tan ruang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pcru.n-:langrund&.ng&nf

106




Pasal 68

- Bentuk peran masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dalam

pengendalian pemanfastan ruang dapat berupa:

‘a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; :

. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
pelaksanaan RDTR BWP Waingapu vang telah ditetapkan;

.pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang vang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR BWFP Waingapu.

; Pasal 69
Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara l_a.ngsung
dan/atau tertulis kepada Bupati atau melalui instansi terkait yang ditunjuk.

a0 g

Pasal TO ,
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah dacrah membangun
sistemn informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat,

BAB X
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pasal 71

{1) Untuk :nenjamin tercapainya tujuan penyeclenggaraan penataan ruang,
dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan
pelaksanaan penataan ruang. ‘ ;

(2) Pengawasan scbagaimana' dimaksud pada ayat (1) terdin atas tindakan
pemantauan, evaluasi,dan pn]ﬂporan ; :

(3) Pengawasan sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengawasan pemerintah daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah
Daerah. i

Ey

Pasal 72 :
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)
dilakukan’ dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara
penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Apabilsal'::asil pemantauan dan evaluasi achagmmana dimaksud pada ayat (1)
terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan
penataan ruang] Bupai mengambil langkah penyelesaian sesual dengan
kewenanganrnya. }

L
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BAB XI
HETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 73

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indunesla. Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tangpung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sehaga.uﬂana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkeaaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tlndak
pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ‘sehubungan dengan

-peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang hr-l‘ktnﬂ-ﬂﬂ dengan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bulti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan +enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. :

{(3) Penyidik Pegawai. Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana cdimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan pmnng;kapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi’ dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Ul:num melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

{6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. BAE XI1
KETENTUAN PIDANA
s Pasal T4 -

(1) Setlap orang atau korporasi yang tidak menaati rencana tata ruang yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a yang
mengakibatkan percbahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tigg) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian terhadap harta banda atau kerusakan barang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
banyak Ep.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pasal 75

(1) Setiap orang atau korporasi yang memanfaatkan ruang tida'c sesuai dengan
izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda peling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

(3} Jika tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4} Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian orang, pelalu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). . :

? Pasal 76
S.th.&p crang atau korporasi yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 huruf «, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tga) tahun dan
denda palmg banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 77
Setiap orang atau korporasi yang tidak memberikan ﬂ.ks-':ﬂ terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 64 huruf d, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 {3atu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah). .
Pasal 78 i
(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak
sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah).
(2) Selain sanksi pidina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat
dari jabatanny J - '



(1)

12)

~ (1)

(2)

(1)

(2)

1)
()

Pasal 79
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75,
Pasal 76 dan Pasal 77, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pu:lunﬂ penjara
dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam 74, Pasal 75, Pazal 76 dan Pasal 77.
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud par:]a ayat (1), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 80
Setiap orang atau korporasi yang menderita kerugian akibat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan
Pasal 78, dapat menuntut ganti ]:cmgmn secara perdata kepada pelaku
tindal pldﬂ.:m ’
Tuntutan gant kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada a:,rat (1)
dilaksanakan sesuai dﬁuga.n hukum acara pidana

BAE XIIT
. KETENTUAN LAIN-LAIN
Paszal B1
Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku paling lama 20 {dUa puluh) tahun sejek
tanggal di tetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
takun.
Dalam kendisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar danfatau perubahan batas teritorial wilayah yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dan FZ dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
RTDR dan FZ merupakan acuan dalam pengembangan SEWP prioritas
Rencana tata bangunan dan hnglruugan ditetapkan melalui Peraturan
Bupati. :
BAB XIV
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 82

Dengan berl..u.l-runjra Peraturan Daerah ini, maka :

.

Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dl:I'I.E-EI.l'J.
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi Ulﬂ.ﬂlt sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin ter&ebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2, Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penycsuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-
undangan; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilalukan penyesualan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang tclah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul se i akibat pembatalan
izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layalk.
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e. Pemanfantan runng di doerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengon ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan
disesunikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. Peman‘matan ruang yang sesuai dengan ketentuan  Peraturan Dacrah ini,
agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
- KETENTUAN FENUTUP
Pasal 83
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dnernhﬁni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur. 1

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1§ Jull 2ei?

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 1§ Tub 20T}

(L‘s(ﬁ Up, g%ﬁ ﬁﬁmuu%
2 | i

£ A
o IETL e

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 37

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR [;Lfgun- '
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1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR  TAHUN 2017

TENTANG

 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WAINGAPU
TAHUN 2017-2037

UMUM ,
Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan
makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan
wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan
melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan
Perkotaan Waingapu Tahun 2017-2037 sebagai perangkat operasionalisasi
kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sumba
Timur, RDTR merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang
dan sekaligus menjadi dasar. penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada
RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan,
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan
Waingapu Tahun 2017-2037 merupakan rencana yang menetapkan blok
pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang
yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional
agar tercipta lingkungan yang harmonis atara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan funsional tersebut. :
Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan dengan amanat peraturan
perundang-undangan, maka-perlu untuk penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2017-
2037 '
PASAL DEMI PASAL '
Pasal 1 \ 2 -
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan
Laerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut
dimaksudkan wuntuk mencegah timbulnya salah. tafsir dan salah
pengertian dalami memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang
bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan
kewajitannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai
“tertib administrasi. Pengertia ini diperlukan karena istilah-istilah
tersebut gandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang
tata ruﬂngfn y !
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Pasal 2 - |
Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang
akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan
dajaml RTRW dan merupakan alasan disususnnya RDTR dan Peraturan
Zonasi terscbut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep
E-nréc;gﬂmn Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan
i ! rd
Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada : a. Arahan
pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b. Isu strategis BWP
yang ‘antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi
penanganan; ¢, Karakteristik BWP. |
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cubup Jelas
Pasal 5 k
Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi zona lindung
dan zona budidaya .
Pasal 6
Culoup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
. Cukup jelas
Ayat (2)
" Yang dimakeud dengan zub zona sempadan pantai adalah kawasan
tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
‘miempertahankan kelestarian fungsi pantai. Lebar sempadan pantai
~dihitung dari- titik pasang tertinggi, bervariasi sesuai dengan
fungsi/aktivitas yang berada di pinggirnya yaitu :
» Kawasan permukiman, terdiri dari 2 (dua) tipe
Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 (dua) meter, lebar
sempadan 30 (tiga puluh) - 75 (tujuh puluh lima) meter. :
- Ben'uk pantai landai dengan gelombang >'2 (dua) meter, lebar
* sempadan 50 (lima puluh) — 100 [seratus) meter.,
» Kawasan non pemukiman, terdiri dari 4 (empat) meter tipe :

- Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 (dua) meter, lebar
sempadan 100 {seratus) - 200 [dua ratus) meter.

- Bentuk pantai landal dengaan gelombang = 2 (dua) meter,
lebar sempadan 150‘(seratus lima puluh) - 250 |dua ratus
lima puluh) meter.

- Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 (dua) meter, lebar
scmpadan 200 (dua ratus) - 250 (dua ratus lima puluh) meter.

- Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 (dua) meter, lebar

i sempadan 250 (dua ratus lima puluh) - 300 (tiga ratus) meter.

Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan sub zona sempadan sungai adalah kawasan
sepanjang - kii dan  kanan  sungai, termasuk  sungai
buatan/kanalfsaluran irigasi primer yang mempunyai manfaaian
penting untuk mempe kelestarian fungsi sungai dengan

- ketentuan garis sepadan meliputi : ;
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a. Garis sempadan sungal bertanggul ditetapkan denga batas lebar
paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan

pertimbangan  teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat  yang

berwenang; dan

c. Garis sempadan sungmjrangharmngglldﬂnudakbarmnmulmg
berada di wilayah perkotaan dan scpanjang jalan ditetapkan

Ayat (4)

Yang dimaksud zub zona sempadan jaringan

tersendiri oleh pejabat yang berwenang

irigasi adalah batas

pengaman bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak
tertentu sepanjang saluran dan sckeliling bangunan.

Pasal 8

Berdasarkan Undang-Undang MNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling SE.'d.l:'tIEl‘t 30 (tiga
puluk) persen dari luas wilayah kota dan proposi ruang terbuka hijau publik
pada wilayah kota paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas wilayah
kota. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan Waingapu
sampal akhir tahun perencanaan mencapai 37% (tiga puluh tujuh persen)
terhadap luas wilayah dengan rincian yaimu total luas zena Ruang Terbuka
Hijau ditarmbahkan dengan total zona perlindungan setempat. Maka dari itu
kawasan Perkotaan Waingapu sudah memenuhi syarat untuk RTH

perkotaan.
Pasal 9

Culoup Jelas
Paszal 10 .

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13 '

Cukup Ji'las
Pasal 14

Culup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Culkup Jelas
Pasal 17

Culkup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21 :

Ayat (1)

Culup JclasL
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Ayat (2)
ACukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan :

- Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah
jalan yang menghubungkan secara berdava guna antar pusat

. kegatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

- Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS
adalah jalan vang menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan selnumnder kedua, atau kawasan selunder
kedua dengan kawasan selunder ketiga.

Awat (4)
Yang dimaksud dengan :

- Jalan Lokal Primer vang selanjutnya disingkat JLF adalah
jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan linglungan, antar
pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat
kegiatan lingkungan, serta atar pusat kegiatan lingkungan.

- Jalan Lokal Sekunder vang selanjutnya disingkat JLS adalah
jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan,
kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampal

r perumahan.
Ayat (5) '
Cukup Jelas
Pasal 22
Culcup Jelas
Pasal 23
Kriteria yang harus dipenuhi pada perencanaan jahar pei:ll:sman adalah
asas keterkaitan/ keterhubungan, azas kemudahan pencapaian, azas
keselamatan/keamanan dan atraktif, azas Il:;:nyamﬂnan, dan azas kejelasan
J kemudahan pengenalan
Pasal 24 ;
ﬁpabiia terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan
jaringan listrik bawah tanah, maks ditetapkan dalam Rencana Tata
Banpgunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
Pasal 25
Apabila terdapat perencanaan yang lebib mendetail terkait perencanaan
jaringan telekomunikas: bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Bangtman dan Lingleungan yang selanjuinya disingkat RTBL
Pasal 26
Apabﬂa t-:rclapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan
jaringan air minum bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana Tata
Bangunan dan ngkmga.n yang selanjutnya disingkat RTBL.
Pasal 27
i Ya.ng dimaksud dengan :

- Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari
pembuan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau
sungai; dan ' '
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Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Culcup -.Ic.las
Pasal 32

Culcup Jc]aa

_ Pasal 33

Culup Jelas
Pasal 34

Culoup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Culeup Jelas
Pasal 38

Culoup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pazal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cultup Jelas

' Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 44 - .

Cukup Jelas
Pasal 45

1
#

Drainase sekunder adalah saluran drainase yang
menghubungkan antara drainase tersicr dengan saluran
drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih keecil dari
pada saluran drainase primer dan lebih besar. dari ukuran
saluran drainese tersier.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan

penggunasan
PENEEUNAAN

lahan yang bersyarat sccara tcrbatas, kegiatan dan
lahen yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan

lahan yarng tidak diperbolehkan pada suatu zona terdini atas :
Klasifikasi 1 = pemanfaatan /diizinkan kegiatan dan penggunaan
lahan termasuk dalam klasifikasi | memiliki sifat sesuai dengan
peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah Daerah tidak dapat
melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap
kegiatan dfll.'!'.l penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi 1.
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Klanifikani T = pemanfaatan bersyarat secam terbatan pemanfaatan
berayarmt sccarn terbatas bermakna bahwa keglatan dan penggunaan
lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berilat | 1) permlatasan
pengoperasian, buik dalam bentuk pembatanan wakiu b ropseranimyn
suntu kegintan di dalam zub sons maupun pembatasan jangkn wakiu
pemanfantan lahan lahan untuk kegintun tertentu vang diusulkan; d)
pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLD, KDM, jarak bebas,
maupun ketingginn  bangunan, Pembatasan ini dilakukan dengan
menurunkan nilai paling tngg dan meningg:kan nilai paling rendahy
dar intensitns runng dalam peraturan ronasi; 3) pembatasan jumlah
pemanfaatan, jikn pemanfaatan yvang disusulkan telah ada, mampu
melaynni  kebutuhan, dan belum memerlukan  tambahan, maka
pemanfontan tersebut tidak boleh dilzinkann atau diizinkan terbatas
dengan pertimbangan-pertimbangan khusus,

Kinsifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu pemanfaatan bersyarnt
tertentu  bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas  suatu
kegintan atau penggunaan lahan diperfukan persynratan-persyaratan
tertentu yang dapat berupa persyamtan umum dan  persyamtan
khusus . persyaratn dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan
runng tersebut memiliki dampak yang besar bagi  lingkungan

¢ ackilnrnyo,

Pasal 46

Kinsifikasi X = pemanfoatan yang tidak diperbolehkan kegintan dan
penggunaan lahan yang termasuk dilam klasifikasi X memiliki sifnt
tdak sesuai dengan peruntukan lahon yang direncanakan dan dapat
menimbulknn  dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan
sckitarnyn. Kegiotan dan penggunann lahan yang termasuk dalam
klnsifikasi X tidak boleh dizinkan pada zona yang bersanghkutan

Cukup Jelas

Pasal 47

Culup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

FPasal 51

Culcup Jelas

Pasal 52

Culcup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Culkup Jelas

Pasal 56

Cukup Jc]aaL
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Pasal 57

Hetentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengntur bentuk,
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zonn.
Ketentuan Tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang
diatur dalam ketentuan umum peratutan zonansi pada RTRW kabupaten,
atau juga dapat berisis samn dengan tata bangunan yang dintur dalom
ketentuan umum peraturan zonansi pada RTRW kabupaten. Tata
bangunan terdapat dalam ketentuan tata bangungan dapat dideteilkan
keinbali lebih lanjut dalam RTBL. ;

Pasal 58
Ketertuan prasarana dan sarana paling rendah  berfungsi  sebagai
kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakian lingkungan
yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuni agar
zona berfungsi secara optimal.

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berubah prasarann
parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bonghkar
muat, dimensi ‘jaringan jalan, kelengkapan jalan, - don  kelenghkopan
prasarana lainnya yang diperlukan.

Ketentuan prasarana dan sarana, paling rendah ditetapkan sesuni dengan
ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang.

Pasal 59
Culcup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas _

Paszal 61 A
Culcup Jelas

Pasal 62
Materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat dengan kebutuhan daerah
masing -masing materi pilihan yang ada di dalam RDTR dan PZ Kawasan
Perkotaan Waingapu yaitu berupa ketentuan tambahan adalah ketentuan
lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melenghkapi aturan
dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan
aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur
dalam ketentuan dasar.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pazal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 6&

Cukup Jelas ’

Pasal 67 , |
Culup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70 L
Cukup Jelas




Pasal 71 A .
Cukup Jelas
Pasal 72 : -
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas : X " ]
Pasal 74 i
Cukup Jelas )
Pasal 75
Cukup Jelas -
Pasal 76
Cukup Jelas - ! |
Pasal 77
Cukup Jelas 1
Pasal 78
Culup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81 '
Cukup Jelas -
Pasal 82
Culcup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelasly
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 687
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